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Nim : 10100109010
Judul Skripsi : Optimaliasi Pengelolaan zakat Berdasarkan Undang-undang No.
38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat (Studi Kasus pada Badan
Amil Zakat Kabupaten Maros)
Skripsi ini membahas tentang optimalisasi pengelolaan zakat berdasarkan
undang-undang no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat (studi kaus pada
Badan Amil Zakat kabupaten Maros. Skripsi ini meneliti beberapa permasalahan
pokok yaitu bagaimana konsep yang ditawarkan oleh Undang-undang no. 38
tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, bagaimana peran Badan Amil Zakat
kabupaten Maros terhadap pengelolaan zakat melalui Undang-undang no. 38
tahun 1999, dan kendala-kendala apa yang dihadapi Badan Amil Zakat Maros
dala mengelola harta zakat di kabupaten Maros.
Peneliti menggunakan beberapa metode yang dianggap relevan untuk
menggali data, menganalisis dan menarik sebuah kesimpulan dari persoalan
tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif (penelitian lapangan)
dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis. Adapun sumber data
yang dipakai peneliti adalah data primer melalui catatan hasil wawancara di
lapangan pada pengurus BAZ kabupaten Maros atas data yang diperoleh dan data
sekunder yaitu beberapa buku-buku dan perundang-undangan.
Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa konsep
Undang-undang no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat ternyata masih
memiliki beberapa kekurangan dalam penerapannya sehingga diperlukan revisi
terhadap UU ini, dan peran Badan Amil Zakat kabupaten Maros damlam
pengelolaan zakat yang mengacu pada Undang-undang no. 38 tahun 1999 belum
berjalan optimal disebabkan tingkat kesadaran dan kemauan masyarakat Maros
untuk menyalurkan zakatnya pada kantor BAZ sehingga baik penghimpunan
maupun pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Amil Zakat masih berjalan
setengah-setengah.
Penelitian ini merekomendasikan jika zakat adalah ibadah yang tujuannya
kepada Allah Swt. serta menjadi sebuah solusi dalam mengentaskan kemiskinan
maka sepatutnya semua umat muslim di Negara Indonesia dapat menyalurkan
zakat melalui Badan Amil Zakat setempat yang telah dibentuk oleh pemerintah




A. Latar Belakang Masalah
Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan Allah Swt. kepada umat
manusia melalui nabiullah Muhammad Saw. Sebagai agama terakhir, Islam
memiliki berbagai aturan dan tata laksana yang harus dilakukan oleh umatnya
demi mengatur kehidupan manusia baik kehidupan dunia maupun akhirat.
Perekonomian merupakan bagian dari kehidupan manusia maka tentu hal tersebut
ada dalam sumber yang mutlak yaitu al-Quran dan as-Sunnah yang menjadi
panduan dalam menjalani kehidupan.
Salah satu sistem perekonomian yang sudah ada sejak dahulu dan
diterapkan dalam agama samawi yang dibawa oleh para rasul sebelum nabi










“Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah ismail (yang
tersebut) di dalam al-qur’an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar
janjinya dan dia adalah seorang rasul dan Nabi. Dan ia menyuruh ahlinya
2untuk bersembahyang dan menunaikan zakat dan ia adalah seorang yang
diridhai di sisi Tuhannya”.1
Berdasarkan ayat diatas maka dapat diketahui dengan jelas bahwa ibadah
zakat itu telah menjadi bagian dari syariat rasul-rasul semenjak syariat nabi
Ibrahim as, kemudian dilanjutkan oleh putranya nabi Ismail as dan seterusnya.
Demikian ibadah zakat menjadi perintah turun temurun kepada para rasul sampai
kepada nabi Muhammad Saw.
Zakat merupakan salah satu praktik ibadah dari rukun Islam. Dan tidak
seorang pun yang menyangkal peran pokok zakat ini sebagai rukun yang
terpenting sejajar dengan rukun shalat.2 Keduanya saling terkait satu sama lain
dimana hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama
manusia dalam arti bahwa shalat tidak akan diterima kecuali jika penunaian zakat
telah dilaksanakan dengan benar, begitu juga sebaliknya. Selain itu zakat
merupakan bentuk ajaran yang menuntut umat Islam untuk senantiasa peduli
terhadap nasib saudara-saudaranya yang mengalami kesusahan dalam hal
ekonomi.
Mengingat bahwa setiap manusia membutuhkan hidup yang layak mulai
dari sandang, pangan, dan kebutuhan pokok lainnya maka semua keperluan
tersebut harus dicari dan diusahakan. Karena segala sesuatu tidak datang dengan
sendirinya sehingga untuk mempertahankan hidup manusia perlu bekerja dan
berikhtiar.
Perintah mencari harta ini telah diperintahkan dalam al-Quran walaupun
tidak secara langsung. Umpamanya, perintah untuk berzakat dan berinfak.
1Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1989),
h.309.
2Abdallhaq bewley dan Amal Abdalhakim, ed, Restorasi Zakat : Menegakkan Kembali
pilar yang Runtuh ( cet. I; Depok: Pustaka Adina, 2005), h.3.
3Bagaimana mungkin orang berzakat dan berinfak tanpa ada harta kekayaan.3 Hal
ini berarti setiap umat muslim perlu berupaya untuk menjadi hartawan sehingga
dengan adanya harta yang dimiliki berarti dapat melaksanakan  tuntutan Allah
berupa zakat.
Harta yang dizakatkan tentunya akan dipelihara Allah, dapat diturunkan
kepada anak cucu, memperoleh keberkahan dan kesucian, dan mendapat
perlindungan dari Allah Swt. Adapun harta yang tidak dikeluarkan zakatnya akan
lenyap dengan segera dari permukaan bumi. Allah akan membinasakannya
dengan bencana yang bearagam.4
Kebanyakan umat muslim memang menyadari bahwa sudah menjadi
kewajiban mereka untuk melaksanakan zakat. Tetapi meski menempatkan zakat
sebagai hal yang begitu penting, kenyataan sekarang zakat pada umumnya
dipahami dan diamalkan hanya untuk ibadah kepada Allah semata (Ibadah
Mahdhah), terlepas dari konteks dan tujuannya yang berwawasan mu’amalah
ijtima’iyah yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial dengan menjalankan fungsi
harta sebagai amanah Allah, sehingga dirasakan bahwa ibadah zakat hampir
kehilangan vitalitas dan aktualitasnya.5
Padahal penerapan zakat secara utuh bisa membantu kondisi ekonomi
masyarakat Indonesia menjadi lebih baik serta upaya pengentasan kemiskinan bisa
tercapai. Dan peran pemerintah untuk hal ini sangat penting, sehingga diperlukan
pengelolaan yang sistematis melalui sebuah badan atau lembaga resmi pemerintah
agar pelaksanaan zakat dapat dikoordinasikan dan diarahkan. dan melalui
3M. Ali Hasan, Zakat dan Infak ( cet. II; Jakarta: Kencana, 2008), h. 11
4M. Hasbi ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat ( cet. I; Semarang: Pustaka Setia, 2009), h.7.
5Dr. Abdurrahman Qadir, MA, ZAKAT Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial (cet. II;
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 2.
4Undang-undang No. 38 Tahun 1999 pemerintah telah berusaha meningkatkan
daya guna zakat melalui pembentukan sebuah Badan Amil Zakat Nasional dan
Badan Amil Zakat Daerah, namun meskipun UU tersebut lahir nyatanya
dikalangan masyarakat itu sendiri masih minim pengetahuan mengenai zakat yang
seharusnya wajib disetor ke Badan Amil Zakat terlebih di wilayah yang akan
diteliti oleh penulis yaitu kabupaten Maros. Masyarakat setempat cenderung tidak
menyerahkan zakatnya baik itu zakat harta maupun zakat fitrah kepada Badan
Amil Zakat kabupaten Maros, tetapi mereka sendiri lebih memilih menyerahkan
secara langsung kepada yang berhak menerimanya. Ini berarti bahwa masyarakat
Maros masih kurang mempercayai kinerja dari badan amil zakat. Sehingga penulis
berkesimpulan bahwa pengelolaan zakat belum sepenuhnya maksimal. maka
untuk memperjelas dari kinerja Badan Amil Zakat daerah kabupaten Maros
terhadap pengelolaan harta zakat penulis bermaksud untuk melakukan penelitian
selanjutnya.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa perlu untuk
merumuskan suatu permasalahan pokok yaitu “bagaimana pengelolaan zakat
berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja
BAZ di kabupaten Maros ?”. Untuk lebih mempermudah dalam penyelesaiannya,
maka penulis membagi menjadi beberapa sub masalah, antara lain:
1. Bagaimana konsep pengelolaan zakat menurut UU No. 38 Tahun 1999 ?
2. Bagaimana peran badan amil zakat kabupaten Maros dalam mengoptimalkan
pengelolaan harta zakat melalui UU No. 38 Tahun 1999 ?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat kabupaten Maros dalam
Melaksanakan Pengelolaan Zakat ?
5C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
1. Definisi Operasional Penelitian
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami
penelitian ini, maka penulis akan memaparkan pengertian beberapa variabel yang
dianggap penting.
Optimalisasi berasal berasal dari kata optimal artinya adalah tebaik,
maksimal, tertinggi, paling menguntungkan. Sedangkan optimalisasi adalah
keadaan dan kondisi terbaik yang dapat terjadi berdasarkan target eksplisit yang
dapat dievaluasi secara tepat.6
Pengelolaan berasal dari kata kelola berarti mengendalikan,
menyelenggarakan (pemerintah dan sebagainya); mengendalikan, mengurus,
penelolaan berarti proses, cara, perbuatan mengelola; proses melakukan perbuatan
tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses membantu merumuskan
kebbijaksanaan dan organisasi; proses memberikan pengawasan pada semua hal
yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.7sedangkan
pengelolaan yang penulis maksud adalah proses pengumpulan, perindistribusian
dan pendayagunaan zakat.
Zakat secara etimologis  berasal dari kata zaka yang berarti tumbuh,
kesuburan dan pensucian. Kata zakat dipergunakan untuk pemberian harta tertentu
karena didalamnya terdapat suatu harapan mendapatkan barakah, mensucikan diri
dan menumbuhkan harta tersebut untuk kebaikan.8 Zakat adalah nama bagi
6Paul M. Johnson, Kamus Ekonomi-Politik, 2003. h. 628
7Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (cet. III;
Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h.411
8Departemen Agama R.I, Ensiklopedi Islam (cet. I; Jakarta: CV. Anda Utama, 1993),
h.1319.
6sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat yang diwajibkan oleh Allah
Swt. untuk dikeluarkan sebahagiannya dan diberikan kepada yang berhak
menerimanya dengan persyaratan tertentu.
Berdasarkan variabel tersebut maka penulis menyimpulkan definisi secara
operasional yaitu proses peningkatan terhadap pengelolaan harta zakat yang terdiri
dari pengumpulan, perindistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan pada
UU No.38 Tahun 1999 dengan melalui Badan Amil Zakat Daerah di kabupaten
Maros.
2. Ruang lingkup Penelitian
Dalam Penelitian ini penulis mengkaji lebih dalam tentang peran dan
fungsi BAZDA kabupaten maros dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat
melalui Undang-undang No. 38 Tahun 1999.
D. Kajian Pustaka
Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu optimalisasi pengelolaan
zakat berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat (Studi kasus
pada Badan Amil Zakat kabupaten Maros). Agar nantinya pembahasan ini lebih
terfokus pada pokok kajian penulisan maka penulis telah menggunakan beberapa
literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya
adalah sebagai berikut:
1. Restorasi Zakat : menegakkan kembali pilar yang runtuh, oleh Abdallhaq
Bewley dan Amal Abdalhakim membahas tentang bagaimana peran pokok
zakat sebagai salah satu rukun islam yang dapat membantu
mengembalikan pilar islam yang telah luntur setelah beberapa tahun dari
kejatuhannya.
72. Zakat dan Infak oleh M. Ali Hasan yang membahas tentang bagaimana
zakat sebagai sebuah solusi dalam mengatasi problema sosial di Indonesia,
terutama yang berhubungan dengan kesejahteraan, pendidikan dan
dekadensi moral.
3. Pedoman Zakat oleh M. Hasbi ash-Shiddieqy mengungkapkan bahwa
zakat itu terdiri dari berbagai macam yang kesemuanya berhubungan
dengan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yang mana sebagian besar
adalah masuk dalam kategori zakat mal.
4. Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial oleh Dr. Abdurrahman Qadir, MA
yang membahas tentang pemahaman konsep teoritik dan konsep
operasional aplikasi zakat dalam rangka meningkatkan motivasi
pengamalan zakat yang masih rendah dikalangan ummat muslim.
Meskipun sudah banyak literatur yang membahas tentang masalah zakat
hanya saja ada perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang
sekarang. Yaitu lebih memfokuskan pada kegiatan pengelolaan zakat yang
dilakukan oleh Badan Amil Zakat kabupaten Maros, kegiatan yang dimaksud
yaitu mulai dari penghimpunan zakat sampai kepada pendistribusiannya. Yang
kemudian dari kegiatan tersebut dapat diketahui apakah pengelolaan zakat sudah
berjalan optimal atau sebaliknya.
E. Metodologi Penelitian
Metode penelitian berisi ulasan tentang metode yang dipergunakan dalam
tahap-tahap penelitian.9 Tahap-tahap penelitian yang dimaksud yaitu:
1. Jenis Penelitian
9Qadir Gassing dan Wahyuddin Halim, ed., Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah
(Alauddin Press, 2009 ), h. 11.
8Dalam penelitian ini penulis menggunakan Jenis penelitian deskriptif,
yaitu jenis penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai obyek yang
dibicarakan sesuai kenyataan yang terdapat dalam masyarakat Maros.
2. Metode Pendekatan
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis dan
sosiologis.
Yuridis, yaitu dengan mempelajari masalah baik berdasarkan perundang-
undangan yang berlaku maupun hukum Islam.
Sosiologis, yaitu suatu metode dimana di dalamnya berorientasi pada
kemasyarakatan dan perkembangan kehidupan masyarakat Maros pada
khususnya.
3. Metode  Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan di kabupaten
Maros dengan menggunakan metode pengumpulan data primer dan data sekunder.
Data primer adalah data yang diperoleh melalui field research atau
penelitian lapangan dengan cara-cara seperti interview yaitu berarti kegiatan
langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara pada informan penelitian
untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh.
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui library research atau
penelitian kepustakaan, dengan ini penulis berusaha menelusuri dan
mengumpulkan bahan tersebut dari buku-buku, dan publikasi lainnya.
a. Jenis data
9Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif. Kualitatif
yaitu suatu jenis data yang mengategorikan data secara tertulis untuk
mendapatkan data yang mendalam dan lebih bermakna.
b. Sumber data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data Library research
dan data field research.
Library research atau penelitian kepustakaan, dengan ini penulis berusaha
menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari buku-buku, dan publikasi
lainnya.
Field research atau penelitian lapangan dengan cara interview yaitu berarti
kegiatan langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara pada informan
penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh,
yaitu suatu cara pengumpulan data dengan jalan membaca literatur dan
memahaminya yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti.
c. Teknik Pengumpulan Data
1. Metode Observasi,10 yaitu penulis secara langsung melihat dan
mengadakan penyelidikan (pengamatan) pada tempat yang dijadikan objek
penelitian.
2. Metode Interview,11 yaitu penulis mengadakan wawancara kepada  orang-
orang yang mengetahui masalah yang dibahas, dengan metode ini pula
maka penulis memperoleh data yang selengkapnya.
10Observasi adalah kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan
menggunakan seluruh indra. Untuk lebih jelasnya lihat, Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian
Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 133.
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3. Metode Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara
melihat dokumen-dokumen, seperti tulisan (peraturan dan kebijakan) serta
gambar atau foto.
4. Metode Pengolahan dan Analisis Data
Dalam pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam pembahasan
ini penulis melakukan beberapa metode sebagai berikut:
a. Metode induktif yaitu suatu tekhnis berpikir dalam pengelolaan data
yang dimulai dengan hal-hal yang bersifat khusus hingga mencapai
kesimpulan yang bersifat umum.
b. Metode deduktif yakni menganalisis data dengan bertolak dari hal-hal
yang bersifat umum, selanjutnya mengambil kesimpulan yang bersifat
khusus.
c. Metode komparatif yaitu suatu metode pengelolaan data dengan cara
mengumpulkan lebih dari satu data sehingga melahirkan suatu
kesimpulan yang relevan dengan pembahasan.
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui konsep pengelolaan zakat menurut UU No. 38
Tahun   1999.
11Interview atau Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara
untuk memperoleh informasi dari masyarakat,ibid., h. 132.
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b. Untuk mengetahui sejauh mana fungsi atau peran Badan Amil Zakat
daerah kabupaten Maros dalam mengoptimalkan pengelolaan harta
zakat dengan melalui UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan
zakat.
c. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang didapatkan Badan
Amil Zakat kabupaten Maros dalam melakukan pengelolaan zakat
2. Kegunaan Penelitian:
a. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian diharapkan dapat menambah
wawasan dan pemahaman bagi civitas akademik dan masyarakat pada
umumnya mengenai hal-hal yang menyangkut tentang pengelolaan
zakat berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999.
b. Bagi pihak lembaga,, dapat menjadi masukan kepada pengurus Badan
Amil Zakat bagaimana cara mengoptimalkan pengelolaan harta zakat
di wilayah kabupaten Maros.
c. Bagi penulis, sebagai bahan acuan bagi pihak yang ingin melakukan
penelitian baik yang berkaitan dengan masalah ini maupun masalah
lain yang berhubungan dengan zakat.
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BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT
A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat
Ditilik dari sudut etimologi, kata zakat (al-Zakah) merupakan kata dasar
(mashdar) dari zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji yang semua arti
tersebut sangat populer dalam penerjemahan baik al-Quran maupun hadist.1 Zakat
mengandung makna thaharah yang berarti bersih, pertumbuhan dan barakah. Dasar







“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan (mereka dan mendoalah untuk mereka.
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan
Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.2
Berdasarkan ayat tersebut zakat dimaksudkan untuk membersihkan diri
manusia dari sifat kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda zakat
serta menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati pribadi masing-masing dalam
memperkembangkan harta bendanya.
1Sudirman, Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas (Malang: UIN Malang Press, 2007), h.13.
2Husayn Syahatah, Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer (cet.
I; Jakarta: Pustaka Progressif, 2004), h. 4.
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Zakat secara terminologi adalah ukuran yang ditentukan dari harta wajib zakat
yang disalurkan kepada delapan golongan penerima zakat dengan syarat-syarat
tertentu.
Menurut istilah syara’, zakat itu ialah sejumlah harta yang dikeluarkan dari
jenis harta tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat yang
telah ditentukan pula.3
Zakat menurut istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan
oleh Allah Swt. diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya disamping
berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.4
Menurut Muhammad Syalhut zakat adalah sebagian harta yang dikeluarkan
oleh orang kaya untuk saudara-saudaranya yang fakir dan untuk kepentingan umum
yang menjadi vital bagi masyarakat dalam pemeliharaan masyarakat itu sendiri.5
Zakat menurut pasal 1 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 38
tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh
seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan
ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan salah satu syarat memeluknya,
sesuai dengan frman Allah Swt. dalam QS. al-Taubah ayat 11:
3Lahmuddin Nasution, Fiqh 1 (jilid I; logos) h. 145.
4Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, terj. Salman Harun, Didin Hafinuddin dan Hasandi (Jakarta:
PT. Mizan, 1999), h. 34.










“jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka
(mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-
ayat itu bagi kaum yang mengetahui.”
Dan dijelaskan dalam hadist rasulullah Saw. beliau bersabda yang artinya
adalah:
“Islam dibangun atas lima hal : persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan
bahwa Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa
ramadhan, dan haji bagi yang mampu menempuh jalannya”. (HR. al-Bukhari
dan Muslim)6
Berdasarkan definisi diatas, zakat menurut definisi fuqaha dan pakar adalah
bukan hanya sebatas hibah atau pemberian dari orang kaya kepada orang miskin,
tetapi ia merupakan hak orang miskin atas harta yang dimiliki orang kaya. Sesuai





6Husayn Syahatah, op. cit., h. 7.
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“dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang
(miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak
mau meminta).
Bersandar pada ayat yang diatas jelas terlihat bahwa perpindahan harta dari
orang kaya ke orang miskin berakibat kepada pertambahan manfaat penggunaan harta
tersebut yaitu jika di tangan orang kaya harta tersebut memiliki manfaat yang banyak
tetapi akan lebih banyak lagi jika harta tersebut berpindah ke tangan orang miskin
karena akan meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat secara umum.
Adapun dalil-dalil lainnya yang berhubungan dengan dasar hukum zakat
berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah adalah :






“dan menetaplah kalian dirumah kalian, janganlah kalian berhias dengan model
jahiliah dulu, laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ta’atilah kepada
Allah dan Rasulnya! Allah hanya ingin menghilangkan dosa dari diri kalian
para ahl-bait dan sungguh-sungguh menyucikan kalian.’’7










‘‘dan mereka tidak diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah
dengan rasa ikhlas dan tulus, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat. Itulah
agama Qayyimah.8








‘‘dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya
dan Dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya.’’9







‘‘Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan




mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan
perniagaan yang tidak akan merugi’’.
Adapun sunnah-sunah nabi Saw tentang dasar hukum zakat, diantaranya:
1. Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim,
 لﻮﺳر اﺪﻤﺤﻣ ناو ﷲ ﻻا ﮫﻟا ﻻ نا ةدﺎﮭﺷ ,ﺲﻤﺧ ﻰﻠﻋ مﻼﺳﻻا ﻲﻨﺑﻟا مﺎﻗاو ﷲو ةﻼﺼا ءﺎﺘﯾاةﺎﻛﺰﻟ
 ﺞﺣوﮫﯿﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ .نﺎﻀﻣر مﻮﺻو ﺖﯿﺒﻟا
Artinya:
“Islam itu ditegakkan di atas lima dasar: Bersakasi bahwa tidak ada tuhan selain
Allah, dan bahawasanya Muhammad itu utusan Allah, Mendirikan shalat,
Membayar zakat, Mengerjalan ibadah haji ke Baitullah, Berpuasa di bulan
Ramadhan. (H.R. Bukhari muslim).”10
2. Hadist dari Ibnu Abbas yaitu:
ﺎﻣﻮﻗ ﻲﺗﺄﺗ ﻚﻧا لﺎﻗ ﻦﻤﯿﻟا ﻰﻟا ﻞﺒﺟ ﻦﺑا ذﺎﻌﻣ ﺚﻌﺑ ﺎﻤﻟ ﻢﻌﻠﺻ ﻲﺒﻨﻟا نا سﺎﺒﻋ ﻦﺑا ﻦﻋ ﺎھاا بﺎﺘﻜﻟ
 ﻢﮭﻤﻠﻋﺎﻓ ﻚﻟﺬﻟ كﻮﻋﺎطا نﺎﻓ ﷲ ﻻا ﮫﻟا ﻻ نا ةدﺎﮭﺷ ﻰﻟا ﻢﮭﻋدﺎﻓﺘﻓا ﺪﻗ ﷲ ناﯿﻠﻋ ضﺮﺔﻗﺪﺻ ﻢﮭ
ﻢﮭﺋاﺮﻘﻓ ﻰﻟا دﺮﺘﻓ ﻢﮭﺋﺎﯿﻨﻏا ﻦﻣ ﺬﺧﺆﺗ
Artinya:
“Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi SAW. ketika mengutus Muadz Bin Jabal
ke Yaman, berpesan: “ Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari
Ahli Kitab, maka suruhlah mereka untuk bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah.
Jika mereka menerima saranmu, beritahukan kepada mereka bahwa Allah
mewajibkan kepada mereka zakat yang akan dipungut dari orang-orang kaya dari
mereka dan akan diserahkan kepada orang-orang fakir miskin dari mereka (H.R.
Jama’ah).11
Berdasarkan dalil-dalil qath’i yang terdapat dalam al-Qur’an dan hadist diatas
yang telah disepakati oleh para ulama jelas bahwa hukum zakat adalah wajib. Orang
yang melaksanakan mendapat pahala, sedangkan yang tidak akan mendapat siksa.
10Sulaiman Rasyid, Hukum Fiqih Islam (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1986), h. 192.
11Ibid., h. 195.
18
Selain itu Allah Swt. Juga berjanji untuk mengganti harta zakat yang telah
dikeluarkan menjadi harta yang lebih baik.
B. Orang-orang yang berhak menerima zakat
Orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan, sebagaimana











“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang
miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya untuk
memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk
mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan
Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
Berikut penjelasan terkait dengan delapan golongan yang dimaksud ayat tersebut :
1. Golongan pertama dan kedua: Orang-orang fakir dan orang-orang miskin.
Dua lafal ini (fakir dan miskin) apabila disebutkan secara terpisah maka fakir
dan miskin adalah dua lafal yang memiliki makna sama, dan apabila disebutkan
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bersamaan seperti dalam ayat ini, maka orang fakir itu lebih membutuhkan daripada
orang miskin. Oleh karena itu, penyebutan orang fakir lebih didahulukan daripada
orang miskin.
Ada juga yang berpendapat bahwa orang fakir adalah orang yang
membutuhkan, akan tetapi dia menjaga kesucian dirinya, dan orang miskin yang
membutuhkan dengan rela menghinakan dirinya dengan meminta-minta, dan ada juga
menyatakan kebalikannya.
Yang penting, titik persamaan antara keduanya adalah sama-sama tidak bisa
memenuhi kebutuhan pokok (primer) seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, atau
obat-obatan. Demikian juga mereka sama-sama memerlukan nikah dan ilmu yang
wajib atasnya.
2. Golongan ketiga: Petugas Zakat (al-Amilin)
Allah Swt. demi terpelihara dan suksesnya pengumpulan dan pembagian
zakat, menetapkan bagi para petugas zakat bagi yang berhak menerimanya dari  harta
zakat yang dikumpulkan itu. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang jumlah
yang berhak mereka terima.
Pada ayat 60 surah al-Taubah disebutkan 8 kelompok kepada mereka
(sebagian dan seluruhnya) diberikan harta zakat yang telah terkumpul, tetapi apakah
semuanya menerima 1/8 dari harta zakat diserahkan kepada kebijakan para Imam.
Pendapat ini antara lain disebabkan oleh karena perbedaan dalam mengartikan Lam
pada Lil Fuqaha yang dikaitkan dengan ketujuh kelompok lainnya. Ibnu Arabi dalam
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Ahkam al-Qur’an sebagaimana dikutip oleh Quraishy Shihab bahwa Lam dalam
kalimat tersebut adalah al-Ajli berarti untuk dan bukan berarti milik.12
Pendapat tersebut diikuti oleh Imam Malik Ibnu Hanafiah sehingga kedua
Imam tersebut menyerahkan kepada kebijakan Imam atau wakilnya untuk
menentukan bagian zakat yang seharusnya diterima Amil secara wajar tanpa
membedakan kaya dan miskin. Sedangkan Imam Syafi’i berpendapat bahwa Lam
dalam kalimat Lil fuqaha adalah Lam al-Tamlil yang berarti milik.13 Sehingga bagian
yang diterima Amil sama dengan bagian para mustahik lainnya.
3. Golongan keempat: orang yang dilunakkan hatinya (Al-muallaf Qulubuhum)
ada beberapa macam, yaitu:
a. Orang-orang kafir yang diharapkan keislamannya. Dari Sofwan bin
Umayyah berkata,”Rasulullah Saw. memberiku zakat pada perang
Hunain, padahal Rasulullah adalah orang yang senantiasa memberiku
hingga akhirnya beliau menjadi manusia yang paling aku cintai.
b. Orang yang baru masuk Islam untuk mengokohkan keislamannya,
sebagaimana sabda Nabi :
“aku memberikan zakat kepada Quraisyi agar aku bisa mengambil hati
mereka karena mereka masih sangat dekat dengan masa jahiliah.”
c. Orang yang ingin dicegah kemungkaran dan kejahatannya. Ini masuk ke
dalam keumuman perkataan Anas:
“Nabi Saw. tidaklah diminta oleh seseorang dengan mengatasnamakan
Islam kecuali beliau memberinya”
12M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1995) h. 329.
13Ibid., h. 330.
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4. Golongan kelima: untuk memerdekakan budak (ar-Riqab).
Zakat dibagikan kepada orang-orang yang memiliki budak. Memerdekakan
budak yaitu membeli budak pria maupun wanita muslimah dengan harta zakat untuk
selanjutnya dimerdekakan di jalan Allah. Oleh karena itu, al-Qur’an menyebutkan
diantara tujuan dikeluarkannya zakat adalah untuk memerdekakan budak, sehingga
mencakup:
a. Memerdekakan budak dari tuannya dan memberikan zakat kepada tuannya
sebagai ganti atas kesediaannya untuk memerdekakan budak yang yang
dimiliki.
b. Membantu budak mukatab yaitu budak yang telah telah dijanjikan oleh
tuannya akan dimerdekakan bila telah melunasi harga dirinya yang telah
diterapkan.14 Maka dia berhak mendapatkan zakat untuk bisa
membebaskan dirinya dari tuannya.
c. Dan menurut pendapat yang paling kuat, zakat juga bisa disalurkan untuk
membebaskan tawanan berdasarkan qiyas aula (analogi perbandingan)
karena tawanan lebih berbahaya daripada budak.
5. Golongan keenam: orang yang berhutang (al-Gharimin).
Yang dimaksud dengan gharim adalah orang yang menanggung utang dan
kesulitan untuk melunasinya.15 Dilihat dari segi motivasinya, gharim menurut Imam
Malik, Syafi’i dan Ahmad menetapkan ada dua macam, yaitu:
a. Berhutang untuk kepentingan pribadi diluar maksiat.
14Sayyid Sabiq, Fiqh Al-sunnah (Fikih Sunnah 3), terj. Mahyudin Syaf (Bandung: Al-
ma’arif, 1987) h. 97.
15Syaikh Husain bin ‘Audah Al-‘awaisyah, Ensiklopedi Fiqh Praktis menurut al-Qur’an dan
as-Sunnah, terj. Yunus, Zulfan, dan Husnel Matondang (cet. I; jilid II, Pustaka Imam Syafi’i Jakarta:
2009) h. 102.
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b. Berhutang untuk kepentingan masyarakat (maslahat umum)
Jadi gharim pada dasarnya adalah orang yang berhutang dalam hal yang tidak
bersifat pemborosan. Kepala Negara harus membayar hutangnya yang diambilkan
dari Baitul Mal. Baitul Mal kalau dikondisikan dengan keadaan sekarang bisa berarti
perbendaharaan Negara atau lembaga keuangan Negara.
6. Golongan ketujuh: orang yang berusaha dijalan Allah (sabilillah)
Dalam tafsir Al-manar diterangkan juga bahwa sabilillah itu mencakup
kemaslahatan syari’ah secara umum yang mencakup urusan Agama dan Negara.
Menurut Sayyid Sabiq, sabilillah adalah jalan menuju kepada keridhaan Allah, baik
tentang ilmu maupun amal perbuatan. Ada tiga pandangan mengenai sabilillah, yaitu:
a. Mempunyai arti pertahanan dan keamanan Islam
b. Mempunyai arti kepentingan keagamaan Islam
c. Mempunyai arti kemaslahatan atau kepentingan umum, jalan menuju
ridha Allah meliputi semuanya itu, baik masalah kemaslahatan agama dan
masyarakat. Adapun menurut istilah Indonesia adalah meliputi
pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat pada umumnya.
7. Golongan kedelapan: orang yang sedang dalam perjalanan (Ibnu Sabil).
Ibnu sabil menurut jumhur ulama adalah orang-orang yang bepergian
(musafir) untuk melakukan suatu hal yang baik atau ketaatan kepada Allah Swt. Dia
(ibnu sabil) diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak
dibantu. Sesuatu yang termasuk perbuatan tersebut adalah melaksanakan ibadah haji
atau orang yang berperang di jalan Allah yang kehabisan bekal.16 Namun dalam
16Rahmawati Muin, Manajemen Zakat ( cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2011) h.
85-86.
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konteks masa kini ibnu sabil dapat diartikan pula sebagai orang yang kehabisan
ongkos dalam perjalanan (bukan maksiat) baik karena tidak mencukupi, hilang atau
karena dirampas.
Dengan demikian penjelasan mengenai golongan yang berhak menerima harta
zakat, yang jelas bahwa aturan zakat baik benda yang dizakatkan maupun orang-
orang yang menerimanya adalah semuanya berasal dari Allah dan merupakan
ketentuan mutlak Allah Swt. Sebagai manusia yang bertakwa tidak diperbolehkan
mengubah ketentuan-ketentuan tersebut, seperti tidak memberikan kepada yang
berhak menerimanya.
C. Syarat sah zakat
Pemahaman dan pengalaman terhadap syarat sah zakat mutlak diperlukan,
karena hal ini menjadi penentu sah atau tidaknya zakat, dimana tidak sahnya zakat
berarti belum gugurnya kewajiban, yang berakibat kepada wajibnya penunaian ulang
zakat tersebut. Tentu yang demikian ini tidak perlu terjadi, karena hanya akan
memberatkan muzakki. Syarat-syarat itu adalah:
1. Syarat-syarat yang berkenaan dengan orang yang wajib mengeluarkan
zakat:
 Islam.
Maksudnya, bahwa mengeluarkan zakat itu hanya wajib atas setiap muslim,
dan tidak wajib atas orang kafir (baik dia kafir dari asalnya seperti Yahudi, Nasrani,
Majusi, Hindu, Budha dan semisalnya maupun kafir karena murtad), karena zakat
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adalah salah satu rukun Islam. Hal ini berdasarkan wasiat Rasulullah Shallallahu
‘Alaihi Wasallam kepada Mua’dz bin Jabal saat mengutusnya ke negeri Yaman:
 ﻰَﻠَﻋ ﱡدَُﺮﺗَو ْﻢِِﮭﺋﺎَِﯿﻨَْﻏأ ْﻦِﻣ ُﺬَﺧُْﺆﺗ ، ْﻢِﮭِﻟاَﻮَْﻣأ ِﻰﻓ ًﺔََﻗﺪَﺻ ْﻢِﮭْﯿَﻠَﻋ َضََﺮﺘْﻓا َ ﱠ  ﱠَنأ ْﻢُﮭْﻤِﻠَْﻋﺄَﻓ ِﮭِﺋاَﺮَُﻘﻓ ْﻢ
Artinya:
“Beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat yang diambil
dari orang-orang kaya dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara
mereka.” (HR.Bukhari dan Muslim).
Oleh sebab itu berzakat adalah kewajiban yang tidak diwajibkan kepada
seseorang sebelum masuk Islam. Demikian pula zakat berfungsi sebagai pensuci jiwa
dan harta seorang muslim, sedangkan orang kafir itu najis. Dan sekiranya ia (orang
kafir) berinfak emas sebesar bumi, niscaya infaknya itu tidak diterima Allah sehingga
ia bertaubat dari kekufurannya. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta’ala:
 ِﮫِﻟﻮُﺳَﺮِﺑَو ِ ّ ﺎِﺑ ْاوُﺮَﻔَﻛ ْﻢُﮭﱠَﻧأ ﱠﻻِإ ْﻢُُﮭﺗَﺎَﻘﻔَﻧ ْﻢُﮭْﻨِﻣ ََﻞﺒُْﻘﺗ َنأ ْﻢَُﮭﻌَﻨَﻣ ﺎَﻣَو
Terjemahnya:
“Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-
nafkahnya melainkan Karena mereka kafir kepada Allah dan RasulNya.” (QS.
At-Taubah: 54)
 Merdeka.
Maksudnya, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya karena ia tidak memiliki
harta benda. Sebab harta apapun yang ada di tangan hamba sahaya, maka
sesungguhnya harta itu milik tuannya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu
‘Alaihi Wasallam:
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 ُعَﺎﺘْﺒُﻤْﻟا َطَِﺮﺘَْﺸﯾ َْنأ ﱠﻻِإ ُﮫَﻋﺎَﺑ ىِﺬﱠﻠِﻟ ُُﮫﻟﺎَﻤَﻓ ٌلﺎَﻣ ُﮫَﻟَو ًاﺪْﺒَﻋ َعَﺎﺘْﺑا ِﻦَﻣ
Artinya:
“Barangsiapa membeli seorang budak dan ia memiliki harta, maka hartanya itu
diperuntukkan bagi orang yang menjualnya, kecuali jika seorang pembeli telah
mensyaratkannya (yakni si pembeli mensyaratkan di dalam transaksi jual beli
bahwa budak dan apa saja yang ada di tangannya menjadi milik pembeli).”
(HR. Bukhari dan Muslim).
2. Syarat-syarat yang berkenaan dengan harta benda yang wajib
dikeluarkan zakatnya.
 Kepemilikan harta tersebut secara penuh.
Maksudnya, penguasaan seseorang terhadap harta kekayaan tersebut secara
sempurna, sehingga bisa menggunakannya secara khusus. Atau harta benda itu milik
individu dan tidak berkaitan dengan hak orang lain. Karena Allah Ta’ala mewajibkan
zakat ketika harta itu sudah dinisbatkan kepada pemiliknya.
Karena itulah zakat tidak diambil dari harta yang tidak ada pemiliknya secara
definitif. Seperti al-fa’i (harta yang diperoleh dari orang kafir tanpa perang),
ghanimah (harta rampasan perang), aset negara, kepemilikan umum, dan wakaf
khairi.
Demikian pula tidak wajib zakat pada harta haram, yaitu harta yang diperoleh
seseorang dengan cara haram, seperti ghasab (ambil alih semena-mena atau tanpa
hak), mencuri, pemalsuan, suap, riba, ihtikar (menimbun untuk memainkan harga),
menipu dan lain sebagainya. Cara-cara ini tidak membuat seseorang menjadi pemilik
harta. Ia wajib mengembalikan kepada pemiliknya yang sah. Jika tidak ditemukan
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pemiliknya, maka ia wajib menyalurkan semua hartanya untuk kepentingan kaum
muslimin secara umum, tanpa ada niat bersedekah atau mengharap pahala darinya.
Sedangkan piutang, yang masih ada harapan kembali, maka pemilik harta
harus mengeluarkan zakatnya setiap tahun. Namun jika tidak ada harapan kembali,
karena orang yang berhutang mengalami kesulitan dalam pelunasan hutangnya atau
karena sebab lainnya, maka pemilik piutang hanya berkewajiban zakat pada saat
hutang itu dikembalikan dan hanya zakat untuk satu tahun saja meskipun telah lewat
beberapa tahun.
 Termasuk harta yang berkembang.
Maksudnya, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya harus berupa harta yang
berkembang aktif, atau siap berkembang, yaitu harta yang lazimnya memberi
keuntungan dan manfaat kepada pemiliknya. Harta tersebut didapatkan melalui
proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat Islam, seperti : usaha, warisan,
pemberian negara atau orang lain dan cara-cara yang sah
 Telah mencapai nisab.
Nisab ialah batas minimal suatu harta dikenai kewajiban zakat berdasarkan
ketentuan syariat. Jika kurang dari batas minimal tersebut, maka tidak wajib zakat.
Sebagai contoh: Nisab emas adalah 20 mitsqal atau kurang lebih seberat 85 gram
emas murni. Nisab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 595 gram perak
murni. jika seseorang memiliki onta kurang dari lima ekor onta, atau memiliki emas
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atau barang dagangan yang nilainya kurang dari 85 gram emas murni atau kurang dari
200 dirham perak murni, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat.
Demikian juga segala macam jenis harta yang merupakan harta simpanan dan
dapat dikategorikan dalam “emas dan perak”, seperti uang tunai, tabungan, cek,
saham, surat berharga ataupun yang lainnya. Maka nisab dan zakatnya sama dengan
ketentuan emas dan perak, artinya jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk
harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nishab (85 gram emas)
maka ia telah terkena wajib zakat (2,5 %). Contoh : Seseorang memiliki simpanan
harta sebagai berikut :
1. Tabungan
2. uang tunai (diluar kebuuhan
pokok)
3. Perhiasan emas berbagai
bentuk






Perhiasan emas atau yang lain tidak wajib dizakati kecuali selebihnya dari
jumlah maksimal perhiasan yang layak dipakai. Jika layaknya seseorang memakai
perhiasan maksimal 60 gram maka yang wajib dizakati hanyalah perhiasan yang












Besar zakat = 2,5% x Rp 81.500.000 = Rp 20.375.500. Syarat mencapai nisab
adalah syarat yang disepakati oleh mayoritas ulama. Hikmahnya adalah orang yang
memiliki harta kurang dari nisab tidak termasuk orang kaya, sedangkan zakat hanya
diwajibkan atas orang kaya untuk menyenangkan orang fakir dan miskin.
 Telah mencapai haul (masa satu tahun).
Maksudnya, harta yang dikenai zakat telah melewati masa satu tahun atau 12
bulan Hijriyah. Ini terhitung sejak harta itu mencapai nisab pada pemiliknya. Syarat
ini berlaku bagi zakat pada mata uang, perdagangan dan hewan ternak. Sedangkan
untuk zakat hasil pertanian tidak ada syarat melewati masa satu tahun, karena zakat
dari hasil pertanian dikeluarkan pada setiap kali panen jika telah mencapai nisabnya.
D. Jenis-jenis Harta Wajib Zakat
Sebagai rukun Islam yang kelima, zakat diwajibkan juga terhadap beberapa
jenis harta berikut ini, antara lain sebagai berikut :
1. Harta Nuqud yaitu jenis harta zakat perhiasan meliputi emas dan perak.
Para fuqaha berpendapat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya,
baik keduanya dibentuk ataupun tidak misalnya berbentuk lempengan, serpihan,
bejana dan perhiasan mulia. Perhiasan yang wajib dizakati menurut mazhab Maliki
ialah perhiasan yang dijadikan barang dagangan, pendapat ini disepakati. Perhiasan
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tersebut dihitung menurut timbangannya bukan menurut harga setelah keduanya
dibentuk. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan dari emas dan perak ialah seperempat
puluh (2,5 %). Apabila seseorang memiliki 200 dirham dan telah mencapai masa
hawl, zakat yang wajib dikeluarkan darinya adalah 5 dirham, sedangkan jika ia
memiliki 20 mistqal, zakat yang wajib dikeluarkan darinya ialah 0,5 dirham17. Satu
mitsqal menurut mazhab Hanafi sama dengan lima gram, dan menurut jumhur adalah
3,60 gram. Dan bank Faisal di Sudan menetapkan bahwa satu mitsqal sama dengan
4,458 gram. Ukuran inilah yang tampak mendekati kebenaran yang dibulatkan
menjadi 4, 25 gram.18
Perhiasan yang dijadikan barang sewaan tidak wajib dizakati, baik perhiasan
itu milik seorang laki-laki maupun perempuan. Perhiasan yang dibolehkan untuk
perempuan (yang dikenakan di tubuhnya) juga tidak wajib dizakati, seperti gelang.
Zakat juga tidak diwajibkan terhadap perhiasan yang boleh dikenakan oleh laki-laki,
seperti perhiasan untuk pegangan pedang yang dipersiapkan untuk perang. Demikian
pula, zakat tidak diwajibkan terhadap cincin yang terbuat dari perak, perhiasan yang
dikenakan oleh hidung, gigi, mushaf, pedang atau oleh orang yang boleh
memakainya.
Perhiasan yang zakatnya wajib dikeluarkan menurut mazhab Syafi’i adalah
perhiasan yang sengaja dipendam, ditabungkan, berbentuk bejana, perhiasan
perempuan yang dikenakan oleh laki-laki, perhiasan laki-laki yang dikenakan
perempuan (seperti pedang), atau serpihan yang dibentuk sebagai perhiasan,
17Wahbah al-Zuhaylly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, terj. Agus Effendy dan Baharuddin
Fananny (cet. III; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997),  h. 129.
18Ibid., h. 127.
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perhiasan perempuan dewasa yang dipakai secara berlebihan (±200 mistqal atau ½
kg).
Adapun menurut mazhab Hanafi, perhiasan yang zakatnya wajib dikeluarkan
ialah perhiasan berupa serpihan, lempengen, bejana maupun yang lainnya sebab emas
dan perak merupakan harta benda yang bisa berkembang (produktif). Bukti bisa
berkembangnya kedua harta tersebut benar-benar ada, yaitu keduanya bisa
diperdagangkan.
2. Zakat Mata Uang
Harta yang kena kewajiban zakat adalah harta yang melebihi dari kebutuhan
primer pemiliknya. Nisab zakat uang logam dan uang kertas adalah seharga 85 gram
emas murni yang berlaku di sebuah negeri itu sendiri pada waktu zakat itu wajib
dibayar. Uang logam dan kertas yang  belum mencapai nisab harus digabungkan
dengan kekayaan emas, perak dan lainnya, lalu nisabnya dihitung berdasarkan
harganya. Namun bila masing-masing jenis kekayaan itu mencukupi nisab, maka
zakatnya harus dibayar terpisah.
3. Harta Dagangan (tijarah)
Arti berdagang adalah memutar uang dengan tukar menukar atau jual beli
dengan maksud mencari keuntungan seperti mendirikan pabrik, mendirikan rumah
untuk dijual belikan atau dikontrakkan, dan lain sebagainya.
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Barang dagangan adalah semua jenis komoditi yang diniagakan manusia. Ada
beberapa jenis barang dagangan yaitu19:
1. Biji-bijian yang diukur dengan takaran kilogram
2. Kapas, barang tambang, buah-buahan dan sejenisnya yang diukur
tambangan




Syarat wajib zakat dagangan adalah jumlah nilainya senisab emas (20 dinar)
dan harus sudah berjalan setahun. Jadi zakat dagangan harus dilakukan setiap tahun
sekali yang cara pelaksanaannya ialah setelah berjalan setahun. Uang kontan yang
ada dan segala macam barang dagangan ditaksir kemudian jumlah yang didapat
dikeluarkan zakatnya dua setengah persen.
4. Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
Semua pencarian yang diperoleh ada hak orang lain pada harta itu sebab
apapun bentuk rezeki yang didapat sebagiannya harus diinfakkan sebagai tanda
syukur kepada Allah. Khusus mengenai hasil tanah yang dimanfaatkan untuk
pertanian perkebunan dan kehutanan juga harus dikeluarkan sebagiannya agar harta
itu membawa berkah untuk diri pribadi dan keluarga. Sesuai dalam surath al-An’am
ayat 141. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa apapun hasil pertanian baik
tanaman keras, maupun tanaman lunak Muda seperti sayur-sayuran, singkong,
19Athif Lamadhah, Fiqh as-Sunnah Li al-Banat (Fiqh Sunnah Untuk Remaja), terj.
Muhammad Misbah ( cet. I; Jakarta: Cendekia, 2007), h.96.
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jagung, dan sebagainya, wajib dikeluarkan zakatnya kalau sudah sampai nisabnya
pada waktu panen.
Jika diperhatikan ayat tersebut besifat umum dan dengan demikian semua
tanaman dikenakan zakatnya, namun tetap juga ada perbedaan pendapat para ulama
antara lain yaitu :
1. Al-hasan Basrhi, Al-tausuri dan As-sya’bi, berpendapat bahwa hanya
empat macam saja jenis tanaman yang wajib dizakati yaitu biji gandum,
padi, kurma dan anggur. Syaukami juga berpendapat demikian. Alasan
kelompok ini adalah karena hanya itulah yang disebutkan di dalam nash
hadist.
2. Abu Hanifah berpendapat bahwa semua tanaman yang diusahakan
produksi oleh manusia, dikenakan zakat kecuali pohon-pohonan yang
tidak berbuah.
3. Abu Yusuf dan Muhammad (keduanya murid Abu Hanifah berpendapat
bahwa semua tanaman yang bisa bertahan selama satu tahun (tanpa bahan
pengawet, dikenakan zakat).
4. Malik berpendapat bahwa tanaman yang bisa tahan lama, kering dan
diproduksi atau diusahakan oleh manusia dikenakan zakat
5. Syafi’i berpendapat bahwa semua tanaman yang mengenyangkan
(memberi kekuatan bisa disimpan (padi, jagung dan diolah manusia, wajib
dikeluarkan zakatnya.
6. Ahmad bin Hambali berpendapat bahwa semua hasil tanaman yang
kering, tahan lama dapat ditimbang (takar dan diproduksi oleh manusia ,
dikenakan zakat).
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7. Mahmud Syaltut berpendapat bahwa semua hasil tanaman dan buah-
buahan yang dihasilkan oleh manusia dikenakan zakat. Beliau melihat
kepada keumuman ayat yang telah disebutkan sebelumnya.20
Dalam persoalan ini penulis cenderung kepada pendapat Mahmud Syaltut
karena pada hakikatnya semua jenis tanaman yang diolah manusia dapat dikenai
zakat. di Indonesia tanaman yang bernilai cukup tinggi adalah cengkeh, kopi, lada,
nilam, kelapa sawit anggrek, tanaman hias dan masih banyak lagi. Sehingga apapun
jenis tanaman yang bernilai dalam suatu wilayah asalkan sudah mencapai nasabnya
maka wajib dikeluarkan zakatnya.
5. Peternakan
Para ulama sepakat dalam menetapkan wajib zakat terhadap binatang-
binatang ternak seperti unta, sapi dan kambing. Nisab-nisab hewan ternak ini
berbeda-beda sesuai dengan jenis hewan tersebut. Penjelasannya dapat dilihat dalam
uraian berikut:
1. Nisab Zakat Unta
Unta tidak wajib dizakati hingga jumlahnya mencapai 5 ekor, dan zakatnya
adalah 1 ekor kambing domba yang berumur satu tahun atau kambing yang berumur
dua tahun. Bila jumlah unta 10 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor kambing. Dan
pada unta yang berjumlah 15 ekor, zakatnya adalah 3 ekor kambing. Pada unta yang
berjumlah 20 ekor, zakatnya adalah 4 ekor kambing. Unta yag berjumlah 25 ekor,
20M Ali Hasan, Masail Fiqhliyah : Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan (cet. I;
Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000), h. 6-7.
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zakatnya adalah 1 ekor bintu makhadh (anak unta betina yang berumur 1 tahun lebih).
Jika jumlah mencapai 36 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor bintu labun, yaitu anak
unta yang usianya 2 tahun lebih.
Apabila unta berjumlah 46 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor hiqqah (unta
yang berusia 3 tahun lebih). Jika untanya berjumlah 61 ekor, maka zakatnya adalah 1
ekor jadz’ah (unta yang berusia 4 tahun lebih). Jika untanya berjumlah 67 ekor, maka
zakatnya adalah 2 ekor bintu labun. Dan bila mencapai jumlah 71 maka zakatnya
adalah 2 ekor hiqqah. Dan jika untanya mencapai jumlah 121 ekor, maka zakatnya
adalah 3 ekor bintu labun. Dan di setiap 40 ekor unta zakatnya adalah 1 ekor bintu
labun. Dan, setiap 50 ekor unta zakatnya adalah 1 ekor hiqqah.
Berikut adalah tabel yag menunjukkan nisab unta dan batasan zakat yang
diwajibkan pada setiap jumlahnya:
Nisab Unta Bentuk Zakat yang Harus
dikeluarkanDari Sampai
5 9 1 ekor kambing
15 19 3 ekor kambing
20 24 4 ekor kambing
25 35 1 ekor bintu makhadh
36 45 1 ekor bintu labun
46 60 1 ekor hiqqah
61 75 1 ekor jadz’ah
76 90 2 ekor bintu labun
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91 120 2 ekor hiqqah
121 129 3 ekor bintu labun
130 Seterusnya Disetiap jumlah 40 ekor, 1 ekor
bintu labun. Dan, disetiap 50 ekor,
1 ekor hiqqah.
Orang yang hendak menunaikan zakat dapat memilih antara kambing domba
atau kambing biasa. Boleh juga dengan membayar kambing jantan, meskipun yang ia
miliki unta betina. Dan, jika ingin membayar dengan unta sebagai ganti kambing,
pada unta yang berjumlah 25 ekor kebawah, maka hal itu dibolehkan, baik sebagai
ganti satu ekor kambing atau beberapa ekor kambing. Sebab yang menjadi prinsip
dalam zakat hewan ternak adalah si pemilik membayar zakat dari jenis yang
diwajibkan. Akan tetapi alasan zakat untuk diperintahkan untuk membayar dengan
kambing adalah agar tidak terlalu memberatkan pemiliknya.
2. Nisab Zakat Sapi
Nisab pada sapi dimulai dari jumlah 30 ekor. Jika sudah mencapai jumlah
tersebut, maka wajib mengeluarkan zakat berupa tabi’a. Bila jumlah sapi ada 40 ekor,
maka wajib membayar zakat dengan seekor musinnah, atau si pemilik boleh
membayarnya dengan 2 ekor tabi’a. Ini menurut pendapat yang lebih shahih dalam
madzhab Syafi’i. akan tetapi, ia tidak boleh membayarnya dengan satu ekor musin
(anak sapi jantan yang berusia 2 tahun lebih).
Kemudian, zakat sapi dapat dianggap sempurna dengan mengikuti
perhitungan ini, yakni apabila jumlahnya bertambah dengan kelipatan 10 ekor sapi,
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maka pada setiap jumlah 30 ekor, zakatnya adalah tabi’a. Dan pada setiap jumlah
yang mencapai 40 ekor, zakatnya ialah musinnah.
Dasar hukum dalam hal ini ialah hadits yang diriwayatkan oleh Mu’adz Ra.,
ia berkata:
“Rasulullah Saw. Mengutusku ke Yaman, lalu beliau memerintahkan aku untuk
mengambil zakat berupa seekor tabi’a dari stiap 30 ekor sapi dan musinnah dari
setiap 40 ekor sapi.” (HR. Malik, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’I, Baihaqi,
Hakim, Daruquthni).21
Dan berikut jadwal nisab sapi:
Nisab Sapi Jumlah Zakat yang harus dikeluarkan
Dari Sampai 1 ekor tabi’a atau tabi’ah (anak sapi jantan atau
betina yang berusia 1 tahun)
30 39 1 ekor musinnah (anak sapi betina yang berusia
2 tahun lebih)
40 59 2 ekor tabi’a
60 69 2 ekor sapi, tabi’a dan musinnah
70 79 2 ekor musinnah
80 89 2 ekor musinnah
90 99 3 ekor sapi (1 tabi’ah dan 2 musinnah)
100 109 3 ekor sapi (1 musinnah dan 2 tabi’a)
110 119 3 ekor sapi (2 musinnah dan 1 tabi’a)
120 129 3 ekor musinnah atau 4 tabi’ah
21El- Madani, Fiqh Zakat Lengkap (cet. I; Diva Press: Jogjakarta, 2013), h. 69.
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130 139 4 ekor sapi, 3 ekor tabi’ah dan 1 ekor musinnah
140 149 4 ekor sapi, 2 musinnah dan 2 tabi’ah
150 159 5 ekor tabi’ah, dan demikian seterusnya
3. Nisab Kambing
Nisab zakat kambing dimulai dari jumlah 40 ekor kambing. Jika sudah
mencapai jumlah tersebut, maka zakat yang wajib dibayarkan adalah 1 ekor jadz’ah,
yaitu kambing domba yang berusia 1 tahun lebih, atau kambing biasa yang berusia 2
tahun. Bila jumlah kambing mencapai 121-200 maka zakatnya adalah 2 ekor
kambing. Jika kambing mencapai 201-300 ekor, maka zakatnya adalah 3 ekor
kambing. Kemudian, pada setiap jumlah 100 ekor, maka yang wajib dibayarkan
zakatnya adalah 1 ekor kambing.
Dasar hukum terkait dengan hal ini ialah surat Abu Bakar Ra. Tentang zakat,
yang ia menulis surat untuk Anas bin Malik Ra. Yang didalamnya disebutkan:
“Ternak kambing yang digembalakan, apabila jumlahnya mencapai 40 ekor
hingga 120 ekor kambing, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Jika jumlahnya di
atas 120 hingga 200 ekor kambing, maka zakatnya adalah 2 ekor kambing. Jika
jumlahnya melebihi 200 hingga 300 ekor kambing, maka zakatnya adalah 3 ekor
kambing. Jika jumlahnya diatas 300 ekor kambing, maka setiap 100 ekor kambing
zakatnya aalah 1 ekor kambing. Jika kambing yang digembalakan itu kurang dari 40
ekor kambing, maka tidak ada zakatnya, kecuali pemiliknya dengan suka rela
mengeluarkannya.”22




Jumlah Kambing yang harus dikeluarkanDari Sampai
40 120 1 ekor kambing domba yang berusia 1 tahun
lebih, atau kambing biasa yang berusia 2 tahun
121 200 2 ekor kambing
201 300 3 ekor kambing, dan seterusnya.
6. Pertambangan
Secara etimologi barang tambang diambil dari kata (‘adana) yang artinya
tetap dan kokoh. Adapun barang tambang yang dimaksud disini adalah barang-barang
yang ditambang dari perut bumi yang memiliki nilai ekonomis. Memang tidak
terdapat nash yang jelas mengenai barang tambang tersebut namun dapat diqiyaskan
dengan dalil lainnya seperti dalam al-Baqarah ayat 267.
Kewajiban untuk menunaikan zakatnya adalah setiap kali barang itu selesai
dibersihkan (diolah). Nisabnya yaitu sama dengan nisab emas dan perak dengan
kadar zakatnya yaitu 2,5 %.23
7. Pendapatan dan Jasa
Zakat pendapatan adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi
(hasil profesi) bila telah mencapai nishab. Profesi dimaksud mencakup profesi
pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, akuntan, artis, dll. Dasar hukum
23Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf (cet. I; Jakarta : UI press, 1988), h.
47.
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syari’at sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 267
menyebutkan:
Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala hasil usaha yang baik wajib
dikeluarkan zakatnya, termasuk pendapatan para pekerja dari gaji atau pendapatan
dari profesi yang dilakukan. Dengan demikian apabila seseorang dengan penghasilan
profesinya menjadi kaya maka wajib atas kekayaannya itu untuk dikeluarkan
zakatnya, sedangkan jika profesi yang dikerjakan tidak mampu memenuhi kebutuhan
pokoknya sehari-hari, maka ia berhak menjadi mustahiq. Kebutuhan pokok yang
dimaksud yakni papan, sandang, pangan dan biaya yang diperlukan untuk
menjalankan profesinya.
Untuk usaha yang bergerak dibidang jasa seperti perhotelan, penyewaan
apartemen, penyewaan mobil, bus/truk kapal laut serta pesawat udara, terdapat dua
cara perhitungan zakat:
1. Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), seluruh harta kekayaan perusahaan
dihitung termasuk barang penghasil jasa seperti taksi, kapal, hotel kemudian
dikeluarkan zakatnya 2,5%.
2. Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), hanya dihitung dari hasil bersih
yang diperoleh usaha tersebut selama satu tahun kemudian zakatnya
dikeluarkan 10%. Hal ini diqiyaskan dengan perhitungan zakat hasil
pertanian, dimana perhitungan zakatnya hanya didasarkan pada hasil
pertaniannya, tidak dihitung harga tanahnya.
E. Tujuan dan Hikmah Ibadah Zakat
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Zakat merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan harta kekayaan dari
orang kaya kepada orang miskin. Allah tidak akan mensyariatkan suatu perbuatan
ibadah tanpa tujuan yang jelas. Dalam hal ini Qardawi telah menyebutkan dua macam
tujuan penting dari ajaran zakat, yaitu tujuan zakat untuk kehidupan individu dan
tujuan zakat untuk kehidupan sosial.
1. Tujuan zakat untuk kehidupan individu :
Untuk kehidupan muzakki, meliputi pensucian jiwa manusia dari sifat kikir
dan suka menumpuk harta. Zakat dapat mengajarkan manusia untuk gemar berinfak
dan membantu meringankan penderitaan saudaranya. Zakat dapat mengobati hati
manusia dari cinta dunia yang berlebihan, mengembangkan kekayaan bathin, dan
menumbuhkan rasa cinta sesama manusia. Tujuan akhirnya adalah untuk
memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang dapat
meninggikan harkat dan martabat manusia melebihi martabat benda, dan mengikis
sifat materialisme manusia.
Adapun untuk mustahiq, zakat dapat menghilangkan sifat dengki dari orang-
orang yang menerima zakat itu. Memberi zakat adalah manifestasi rasa syukur
terhadap nikmat Allah dan sebagai manifestasi dari rasa persaudaraan sesama
mukmin.
2. Tujuan zakat yang kedua adalah dampaknya terhadap kehidupan sosial.
Zakat merupakan satu bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam untuk
menanggulangi problem kesenjangan, kemiskinan dan gelandangan, hingga bencana
alam maupun bencana kultural,24 zakat juga bertujuan dalam terbentuknya solidaritas,
24Sudirman, Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas (Malang: UIN-Malang press, 2007), h.
52-53.
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kerjasama, saling membantu serta saling melengkapi,  dan zakat sangat penting dalam
mewujudkan keamanan dan ketentraman (saling meminimalisir tindak criminal)
karena telah terbentuk kasih sayang dan kelemahlembutan.25 Zakat dapat memainkan
peranan yang besar untuk mengatasi semua permasalahan itu jika dikelola secara
profesional.
Selain tujuan zakat yang telah disebutkan sebelumnya, zakat sebagai lembaga
Islam mengandung hikmah (makna yang dalam manfaat) yang bersifat rohaniah dan
filosofis. Hikmah itu digambarkan dalam berbagai ayat al-Qur’an dan al-Hadist.
Diantara hikmah-hikmah itu adalah26:
1. Mensyukuri karunia ilahi, menumbuh suburkan harta dan pahala serta
membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, dengki iri serta dosa.
2. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
3. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia.
4. Manifestasi kegotongroyongan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan
takwa.
5. Mengurangi kefakirmiskinan yang merupakan masalah sosial.
6. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial.
7. Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.
25Fakhruddin al-Muhsin, Ensiklopedi Mini Zakat, Terj. Agus Abu Aufa (cet. II; Bogor: Darul
Ilmi Publishing, 2012) h. 20.
26Muhammad Daud Ali, Op.cit., h. 41.
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BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Selayang Pandang kabupaten Maros
Wilayah kabupaten Maros pada mulanya adalah suatu wilayah kerajaan
yang dikenal sebagai kerajaan marusu dan sangat dipengaruhi oleh dua kerajaan
besar di Sulawesi Selatan, yakni kerajaan Bone dan kerajaan Gowa yang
kemudian bernama kabupaten Maros sampai saat ini. Selain nama Maros masih
terdapat nama lain daerah ini, yaitu marusu dan butta salewangan. Dari ketiga
nama tersebut oleh sebagian masyarakat maros masih melekat sebagai lambang
kebanggaan tersendiri dalam mengisi pembangunan daerah.
Secara umum wilayah kabupaten Maros memiliki kebudayaan yang tak
jauh berbeda dengan kebudayaan yang dianut oleh masyarakat provinsi Sulawesi
Selatan dan daerah sekitarnya. Jika dilihat dari bahasa keseharian penduduk yang
digunakan, maka terlihat bahwa budaya kabupaten Maros dipengaruhi oleh dua
suku yaitu suku Bugis dan Makassar.
Pada masa kemerdekaan yakni tujuh tahun setelah proklamasi
kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 oleh pemerintah Republik Indonesia
dikeluarkan peraturan  No. 34 1952 juncto PP No. 2/1952 tentang pembentukan
Afdeling Makassar yang didalamnya tercakup Maros sebagai sebuah
Onderafdeling dengan 16 buah distrik (kecamatan).1
Keenam belas distrik tersebut  merupakan pusat-pusat pemerintahan di
kabupaten Maros  pada masa lampau yang kemudian berkembang dengan
kemajuan pembangunan secara lokal maupun regional, maka sebagian wilayah
kabupaten Maros terintegrasi ke wilayah administrasi kotamadya Ujung Pandang
1Yuhardin.scriptintermedia.com (11 juli 2013)
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(Makassar). Adapun wilayah distrik Maros yang terintegrasi ke wilayah kota
Makassar adalah distrik Bira, distrik Sudiang dan Biringkanaya. Pelepasan
wilayah tersebut terjadi pada tahun 70-an.
Setelah menjalani titian sejarah selama lima abad dimulai dengan
berdirinya kerajaan Marusu pada awal abad XV yang selanjutnya terjadi
kehidupan yang berdinamika bagi setiap kerajaan mulai dari sistem manorki
menjadi daerah Regenstchap kemudian menjadi daerah adat gemeenschap sampai
dekade terakhir menjadi distrik, maka dalam masa peralihan antara fase
pemerintahan klasik/tradisional dengan pemerintahan konstitusional lahir
Undang-undang No. 29 Tahun 1959 (14 tahun setelah proklamasi kemerdekaan 17
agustus 1945) Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum berdirinya
kabupaten daerah tingkat II se-Sulawesi Selatan termasuk didalamnya adalah
kabupaten Maros yang meliputi tiga gabungan persekutuan adat. Setelah
terbentuknya Maros sebagai wilayah administrasi kabupaten dari tahun 1960
sampai sekarang telah dipimpin oleh sebelas Bupati kepala daerah.
Kabupaten Maros merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan
ibukota provinsi Sulawesi Selatan, yakni kota Makassar dengan jarak kedua kota
tersebut berkisar 30km. kabupaten Maros memiliki luas wilayah 1.619.12 km dan
terbagi dalam 14 wilayah kecamatan dan 103 desa/ kelurahan. Letak geografis
yang sangat strategis dengan batas administrasi wilayah: sebelah Utara berbatasan
dengan Gowa dan kota Makassar, sebelah barat berbatasan dengan selat
Makassar.2
Dalam lima tahun terakhir (2008-2012) penduduk kabupaten Maros
mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 2,
2http: //MarosKab.bps.go.id (11 juli 2013)
43
2% pertahun. Pada tahun 2010 jumlah penduduk kabupaten Maros tercatat
319.123 jiwa dan pada tahun 2012 telah mencapai 323.019 jiwa. Pencari kerja di
kabupaten Maros 2011 mencapai 21.867 atau 7,42% dan yang berstatus bekerja
tercatat 98.072 orang atau 32,51% dari jumlah penduduk kabupaten Maros.
Tenaga kerja yang paling besar adalah sektor pertanian sebanyak 58.294 jiwa atau
59,44% dan yang terendah adalah sektor industri pengolahan yang hanya
mencapai 4,88% dari jumlah total penduduk yang bekerja. Pada sektor lainnya
seperti sektor perdagangan, pegawai dan sebagainya 16.378 orang atau 16,70%.
B. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat kabupaten Maros
Berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia nomor 38
tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan keputusan Menteri Agama RI nomor
581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU no. 38 tahun 1999 bahwa zakat
merupakan kewajiban bagi umat Islam dan sumber dana yang potensial bagi
upaya untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera, khususnya daerah kabupaten
Maros.
Hal inilah yang menjadi pijakan bagi pemerintah kabupaten Maros untuk
membentuk Badan Amil Zakat yang sebelumnya bernama BAZIS daerah yang
dikelola dibawah pengawasan Departemen Agama kemudian pada tahun 2000
beralih menjadi BAZ Maros yang  hingga saat ini telah mempunyai gedung
sendiri.
Pada masa awal yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Maros tidak serta
merta melakukan pengumpulan dana zakat namun melakukan sosialisasi terlebih
dahulu kepada badan, instansi, dinas-dinas se-kabupaten Maros dan masyarakat
secara keseluruhan, dengan dibantu oleh kepala kantor Kementerian Agama serta
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bapak Bupati Maros yang menjabat pada saat itu. Sosialisasi pada instansi dan
dinas pemerintah setempat selain penyampaian langsung juga dilakukan
penyuratan yang kemudian setelah beberapa waktu sosialisasi dianggap cukup
maka dibuatkan penjadwalan dana zakat.
1. Organisasi pada Badan Amil Zakat kabupaten Maros
Sejak awal berdirinya BAZ Maros sampai pada saat ini diketuai oleh
bapak Drs. H. Mardjan Haming. Jadi setelah beberapa periode sampai pada tahun
2013 belum ada pergantian ketua3. Dan melalui keputusan Bupati Maros nomor
300 tahun 2011 dibentuk kepengurusan Badan Amil Zakat kabupaten Maros
dengan masa bakti tahun 2010-2013 yang terdiri dari:
A. Pembina
1. Bupati Maros
2. Ketua DPRD Maros
3. Kepala Kantor Kementerian Agama kab. Maros
4. Ketua Majelis Ulama Indonesia kab. Maros
B. Dewan Pertimbangan
Ketua : K. H. M Said Baco
Wakil Ketua : H. M. Yusuf Fachruddin
Sekretaris : Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Setda Maros
Anggota : 1. Drs. H. M. Thamrin Ramli
2. Dr. H. Nasiruddin Rasyid, M.Pd
3. H. S. Sirajuddin P. Liweng
4. H. M Khalil Ridwan
5. Drs. H. M. Arief Syamsuddin
3Sumber: Arsip Badan Amil Zakat Kabupaten Maros
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6. H. M. Yusuf Situru
C. Komisi Pengawas
Ketua : Drs. H. Muhammad Rijal Assagaf
Wakil Ketua : Drs. H. Syamsul Khalik
Sekretaris : H. Djamaluddin Ahmad
Anggota : 1. Drs. H. Rajadatu
2. Drs. H. Abd. Hafid
3. Bahtiar Rahman, SH
4. Drs. H. Syamsuddin B. M.Ag
D. Badan Pelaksana
Ketua : Drs. H. Mardjan Haming
Wakil Ketua I : Drs. H Arifuddin Wahab
Wakil Ketua II : Drs. A Mannan Hasan
Sekretaris : H. Muhamad Sunusi, S. Ag
Wakil Sekretaris I  : M. Arif K, S. Ag
Wakil Sekretaris II : Drs. Abdul Malik
E. Seksi-seksi
Seksi Pengumpulan
Koordinator : Kepala Bagian Kesra Setda Maros
Anggota : 1. Drs. H. Nasaruddin
2. H. Hasanuddin, S.Hi
3. Norma Syukur, SE
4. Drs. H. Abd. Muthalib Assaghaf
5. H. M. Lutfi AR, S.Ag
Seksi Pendistribusian
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Koordinator : H. Taharuddin, S.Ag
Anggota : 1. H. M. Natsir N, S.Ag
2. Rusdianto, SE
3. Jamaluddin, S. Ag
4. Muhammad Agussalim, S.Sos
Seksi Pendayagunaan
Koordinator : Abdul Kadir, M.Ag
Anggota : 1. Drs. H. Alimuddin HD




Koordinator : Drs. Abd. Rasyid, M.Pd
Anggota : 1. H. Anwar Ismail BA
2. Muh. Ilyas Said
3. H. Muhammadong  S.Ag
4. Ahmad Ihyaddin, M.Hi
Dengan adanya keputusan tersebut Badan Amil Zakat memiliki beberapa
jumlah pengurus berdasarkan tugasnya masing-masing. Namun hanya beberapa
yang bekerja tetap di BAZ Maros yakni pengurus inti, disebabkan oleh sempitnya
ruangan dan kebanyakan dari pengurus merupakan pegawai tetap di kantor
Kementerian Agama kabupaten Maros. Tentu hal ini bukan berarti pengurus
tersebut tidak menjalankan fungsinya, tetapi mereka bekerja ketika waktu
pembagian harta zakat kepada mustahiq sesuai dengan perintah ketua Badan Amil
Zakat. Untuk kelancaran tugas operasional BAZ kabupaten telah mengangkat dua
orang pegawai honorer.
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2. Visi dan misi Badan Amil Zakat kabupaten Maros
Sebagai sebuah lembaga layaknya lembaga pada umumnya Badan Amil
Zakat Maros pun dalam melakukan kegiatan pengelolaan didorong oleh visi dan
misi yang jelas untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Maka adapun visi misi
BAZ kabupaten Maros yaitu
 Visi : Menjadi badan Amil Zakat terdepan dan amanah
 Misi : a) Menggalang potensi dana zakat, infaq, shadaqah umat
b) Menyalurkan dana kepada yang berhak menerima
c).Membangun kesadaran umat untuk saling berbagi terhadap
sesama dengan berlandaskan keikhlasan
Mengingat BAZ merupakan lembaga pengelola zakat profesional, BAZ Maros
memiliki kewajiban sebagai berikut :
a) Melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
b) Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan.
c) Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh
akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang
melalui media massa sesuai dengan tingkatannya, paling lambat enam
bulan setelah tahun buku berakhir.
d) Menyerahkan laporan tersebut kepada pemerintah dan Dewan
Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya.
e) Merencanakan kegiatan tahunan.
f) Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang
diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya.
Walaupun BAZ dibentuk oleh pemerintah, tetapi sejak awal proses
pembentukannya sampai kepengurusan harus melibatkan unsur masyarakat. Menurut
peraturan hanya posisi sekretaris saja yang berasal dari pejabat Departemen Agama.
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Dengan demikian, masyarakat luas dapat menjadi pengelola BAZ sepanjang
kualifikasinya memenuhi syarat dan lolos seleksi, sebagaimana tertuang dalam pasal
6 Undang-undang No. 38 Tahun 1999.
3. Cakupan Wilayah Badan Amil Zakat di kabupaten Maros
Adapun wilayah cakupan Badan Amil Zakat di kabupaten Maros terdiri dari

















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Konsep Pengelolaan Zakat menurut Undang-undang No. 38 Tahun 1999
Negara adalah sebuah lembaga kekuasaan sebagaimana di Indonesia yang
memberikan jaminan kemerdekaannya kepada masyarakat untuk beribadah
menurut agamanya masing-masing. Zakat yang diyakini sebagai ibadah oleh umat
Islam merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan
kesejahteraan khususnya masyarakat ekonomi lemah. Dan untuk mendukung
pelaksanaan zakat yang dapat dipertanggungjawabkan perlu adanya suatu sistem
pengelolaan yang baik. Berangkat dari pemikiran tersebut pemerintah membentuk
sebuah undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat yaitu undang-
undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
Kehadiran Undang-undang tersebut adalah fenomena menarik sebagai
bagian dari dinamika dialektika politik, ekonomi dan keagamaan dalam kehidupan
bernegara. Betapa tidak, zakat yang selama ini lebih banyak dianggap kewajiban
individual religius yang dalam pengelolaannya lebih banyak diserahkan kepadada
umatnya secara otonom kemudian bergeser menjadi sebuah perantara formal
legalistik yang diatur oleh Negara.1 Terkait konsep yang ditawarkan Undang-
undang No. 38 Tahun 1999 tersebut terdri dari:
a. Pengertian Pengelolaan Zakat
Menurut pasal 1 UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang
dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan,
1Arif Hartono, Agenda Lanjutan Pasca Institusionalisasi Zakat (Unisia, 2000), h. 323.
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pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap perindistribusian serta
pendayagunaan zakat.
b. Asas dan Tujuan Pengelolaan Zakat
Menurut pasal 4 UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, bahwa
pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum
sesuai dengan pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Selanjutnya dalam pasal
5 menyebutkan pengelolaan zakat bertujuan:
1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat
sesuai dengan tuntunan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.
c. Organisasi Pengelolaan zakat
Mengenai organisasi pengelolaan zakat diatur dalam pasal 6 yang
menyebutkan bahwa:
1. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh
pemerintah
2. Pembentukan Badan Amil Zakat:
a. Nasional oleh Presiden atas usul Menteri
b. Daerah provinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor wilayah
Departemen Agama provinsi
c. Daerah kabupaten/kota oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala
Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota
d. Kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama
kecamatan
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3. Badan Amil Zakat disemua tingkatan memiliki hubungan kerja yang
bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.
4. Pengurus Badan Amil Zakat terdiri dari unsur masyarakat dan
pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
5. Organisasi Badan Amil Zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur
pengawas dan unsur pelaksana.
Konsep pengelolaan zakat berdasarkan Undang-undang no. 38 tahun 1999
ini, disadari oleh penulis memang masih banyak terdapat kekurangan terlebih
dengan berkembangnya zaman yang secara otomatis memberikan pengaruh pada
pola pikir masyarakat tentang zakat itu sendiri.
Kehadiran undang-undang tersebut pada awalnya untuk memberikan
kesadaran bagi para mustahiq untuk mengeluarkan zakatnya sesuai tuntutan
agama namun fakta menunjukkan hingga kini pengelolaan zakat masih berjalan
lamban, salah satunya disebabkan karena masyarakat masih menganggap zakat
hanya kewajiban ibadah kepada Tuhan saja sehingga dengan pola pikir inilah
zakat tidak dilihat sebagai sebuah solusi dalam mengentaskan kemiskinan secara
global.
Tetapi jika zakat dikaitkan dengan tuntunan agama itu berarti zakat yang
pada dasarnya adalah kewajiban bagi umat muslim maka tentu ada ancaman bagi
yang tidak melaksanakannya, hal ini sesuai dari dalil-dalil al-Qur’an dan Hadist
Rasul. Sebagaimana firman Allah dalam surath al-Taubah ayat 34-35 yang
artinya:
“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak
menafkahkannya pada jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka
(bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan
emas dan perak itu dalam neraka jahanam lalu dibakar dengannya dahi
mereka lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka
:"Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka
rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu"
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Berdasarkan hal tersebut, harta yang tidak ditunaikan zakatnya maka itu
termasuk harta simpanan yang pemiliknya akan disiksa dengannya pada hari
kiamat, hal ini juga dikuatkan dengan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa
sallam:
"Tidaklah seseorang yang memiliki emas atau perak kemudian tidak
ditunaikan haknya, apabila datang hari kiamat dibentangkan baginya batu-
batu yang lebar dari neraka kemudian dia akan dipanggang di atas batu-batu
itu di dalam neraka jahannam kemudian disetrika perut, dahi dan
punggungnya. Setiap kali sudah dingin maka akan dikembalikan seperti
semula yang satu hari adalah sama dengan 50.000 tahun sampai diputuskan
perkaranya diantara manusia maka dia akan melihat jalannya, apakah ke
surga atau neraka." (HR. Muslim)
Jadi apabila masyarakat lebih memperhatikan dalil-dalil al-Qur’an
maupun hadist terkait hukuman bagi orang yang tidak membayar zakat dan takut
terhadap hukuman Allah tersebut, maka tentu akan berbeda dengan kondisi yang
sekarang, masyarakat akan lebih peduli dengan pengembangan zakat yang
berorientasi pada perbaikan ekonomi umat dan bukan hal yang tidak mungkin jika
undang-undang yang sudah ada yaitu Undang-undang no. 38 tahun 1999 tentang
pengelolaan zakat dapat dijalankan secara optimal dalam pelaksanaannya.
B. Peran Badan Amil Zakat Maros dalam mengoptimalkan harta zakat melalui
Undang-undang No. 38 tahun 1999
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999
yang dimaksud pengelolaan zakat sebagaimana telah disebutkan sebelumnya yaitu
merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan
dan pengawasan terhadap perindistribusian serta pendayagunaan zakat.
Maros sebagai objek penelitian penulis dalam hal ini Badan Amil Zakat
adalah salah satu wadah dalam menjalankan peran pengelolaan harta zakat sesuai
dalam pasal 6 ayat 2 (b) UU no. 38 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa
pembentukan Badan Amil Zakat daerah kabupaten/kota oleh Bupati atau Walikota
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atas usul Kepala kantor Departemen Agama kabupaten/kota. Kemudian dipertegas
selanjutnya pada pasal 8 bahwa Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada
pasal 6 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan
mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
Mengacu pada aturan tersebut maka berdasarkan penelitian yang
dilakukan oleh penulis pada Badan Amil Zakat kabupaten Maros dalam
mengelola harta zakat terdiri dari:
1. Perencanaan BAZ kabupaten Maros
Perencanaan merupakan sebuah strategis kelembagaan, perencanaan
dengan segala variasinya ditujukan untuk membantu mencapai tujuan suatu
lembaga atau organisasi. Ini merupakan prinsip yang penting, karena fungsi
perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya, yaitu fungsi
pengorganisasian, fungsi pelaksanaan dan fungsi pengawasan.2
Dalam perencanaan ada beberapa aspek yang diperhatikan yakni hasil
yang ingin dicapai, yang akan dilakukan, waktu dan skala prioritas. Mengenai
perencanaan waktu biasanya dibagi ke dalam tiga poin antara lain perencanaan
jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
Adapun BAZ kabupaten Maros juga merumuskan langkah-langkah sebuah
perencanaan baik perencanaan jangka pendek maupun program jangka panjang.
Sebagaimana dari data dokumentasi yang peneliti miliki, yaitu sebagai berikut:
1. Program jangka pendek:
a) Pendayagunaan hasil zakat, infaq dan sedekah
 Memberikan bantuan pinjaman modal/dana produktif
 Beasiswa miskin/ penyelesaian studi bagi mahasiswa
2Sukarna, Dasar-dasar Manajemen (cet, I; Bandung: CV. Mandar Maju, 1992), h. 10.
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 Bantuan kegiatan lembaga-lembaga Islam
 Bantuan/ insentif guru ngaji madrasah
b)  Meningkatkan kerjasama administrasi
 Kerjasama administrasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah di
tingkat kabupaten/kotamadya
 Kerjasama dengan Pemerintah daerah dan lembaga pemerintahan
lainnya dalam mengumpulkan dana zakat
 Kerjasama dengan organisasi masyarakat Islam yang
melaksanakan kegiatan serupa  yaitu kegiatan peyaluran dana zakat
 Kerjasama dengan masjid-masjid dalam mengumpulkan dana
zakat, infak dan sedekah
2. Program Jangka Panjang
a) Peningkatan kesadaran umat terhadap zakat, infak dan sedekah
b) Peningkatan profesionalisme dan kinerja BAZ
c) Pemanfaatan di bulan-bulan baik yaitu sya’ban dan ramadhan untuk
jemput bola kepada para wajib zakat yang menonjol.
d) Kerjasama dengan yayasan, perusahaan-perusahaan, dan lain-lain yang
potensial mempunyai zakat muzakki
e) Inventarisasi dan monitoring mustahiq untuk setiap kelompok
masyarakat
f) Pelatihan dan lokakarya insentifikasi dan pendayagunaan zakat, infak
dan sedekah
Berdasarkan program-program di atas, Menurut bapak M. Arif K S. Ag
bahwa:
“program jangka pendek seperti pemberian beasiswa dan sumbangan
keagamaan tidak butuh waktu lama karena mereka hanya datang bawa
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proposal dan jika disetujui oleh pak ketua maka bantuan bisa cepat
diberikan.”3
Lebih lanjut dikemukakan oleh bapak sekretaris H. Muh. Sunusi S. Ag :
“program kerja yang menjadi bagian perencanaan baik program jangka
panjang dan jangka pendek diupayakan harus terlaksana, karena dari sinilah
barometer kegiatan Badan Amil Zakat. Meskipun biasanya ada beberapa
program perencanaan yang tidak dapat dilakukan karena beberapa alasan”4
Dari keterangan informan berarti jelas bahwa BAZ Maros merumuskan
langkah-langkah perencanaan yang termuat dalam program jangka pendek dan
jangka panjang. Yang dimaksud program jangka pendek yaitu perencanaan yang
tidak memakan waktu lama hanya berkisar satu atau dua bulan. Sedangkan
program jangka panjang dilakukan dalam kisaran satu sampai dua tahun.
2. Pengorganisasian di kantor BAZ kabupaten Maros
Pengorganisasian adalah proses dalam menciptakan struktur dan hubungan
yang memungkinkan para pengurus menjalankan apa yang dinyatakan dalam
perencanaan dan meraih tujuan organisasi. Jadi dalam pengorganisasian ada
hubungan dan juga penyesuaian antara perencanaan, pengawasan, pengarahan dari
setiap fungsi yang ada dalam struktur.
“Menurut ibu Hartini S.E: pengorganisasian itu sangatlah penting karena
Badan Amil Zakat Maros sebagai sebuah lembaga, perlu dikelola secara
professional yang didasarkan pada aturan-aturan keorganisasian.5
Jadi secara sederhana pengorganisasian itu mengatur pekerjaan apa yang
perlu ada, berapa banyak dan seperti apa orang yang harus mengerjakan pekerjaan
itu. Semua hal tersebut dilengkapi dengan tanggung jawab dan hubungan antar
fungsi, dimana hubungan ini ditata dalam sebuah struktur organisasi.
3M. Arif K, Wakil Sekretaris I Badan Amil Zakat kabupaten Maros, Wawancara oleh
penulis di kantor Badan Amil Zakat kabupaten Maros, tanggal 1 juli 2013.
4Muhammad Sunusi, Sekretaris Badan Amil Zakat kabupaten Maros, Wawancara oleh
penulis di kantor Badan Amil Zakat kabupaten Maros, tanggal 1 juli 2013.
5Kartini, Bendahara Badan Amil Zakat kabupaten Maros, Wawancara oleh penulis di
kantor Badan Amil Zakat kabupaten Maros, tanggal 2 juli 2013
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Begitu pula pada BAZ maros memiliki beberapa struktur organisasi dalam
menjalankan tugas dan fungsinya. Mulai dari Pembina, dewan pertimbangan, serta
komisi pengawas dan seterusnya. Dapat dipahami dari setiap struktur yang ada
sudah tergambarkan tugas kepengurusan masing-masing individu.
Dikatakan oleh bapak Drs. A. Mannan Hasan sebagai wakil ketua II
bahwa:
“di BAZ maros itu sendiri memang sudah jelas tugas masing-masing personal
dalam pengelolaan zakat tanpa perlu mendapat perintah dari bapak ketua lagi,
kecuali hal-hal lain yang memang dianggap penting seperti pada saat
pendistribusian harta zakat.”6
Terkait dengan penjelasan tersebut dapat ditanggapi bahwa ada kalanya
setiap pengurus dalam menjalankan tugasnya harus mendapat perintah langsung
dari pak Ketua seperti pada saat pendistribusian dana zakat. Karena
pendistribusian ini harus dijalankan secara terkoordinir dan jelas, tidak serta merta
diserahkan kepada yang bersangkutan. Jadi perintah Ketua sangat diperlukan demi
kelancaran dan terarahnya proses pendistribusian zakat di kabupaten Maros.
3. Pelaksanaan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Maros
Badan Amil Zakat kabupaten Maros dalam melaksanaan pengelolaan
zakat dalam hal ini zakat mal (zakat harta), terdiri dari dua kegiatan yaitu
pelaksanaan dalam penghimpunan zakat dan pelaksanaan dalam pendistribusian
dana zakat.
1. Pelaksanaan pengumpulan zakat
Pengumpulan zakat, infak dan shadaqah yang dilakukan Badan Amil
Zakat dengan cara menerima atau mengambil langsung dari muzakki atas dasar
pemberitahuan muzakki. Badan Amil Zakat juga dapat bekerjasama dengan Bank
6Mannan Hasan, Wakil Ketua II Badan Amil Zakat kabupaten Maros, Wawancara oleh
penulis di kantor Badan Amil Zakat kabupaten Maros, tanggal 3 juli 2013
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dalam pengumpulan zakat, infak dan shadaqah. Sebagaimana yang dikatakan
bapak Khairil :
“Ada tiga cara dalam pengumpulan zakat, infak dan shadaqah di Badan
Amil Zakat kabupaten Maros ini yaitu pertama menyerahkan langsung
kepada amil atau pengurus yang ada di kantor BAZ, kedua penjemputan
langsung kerumah muzakki melalui amil yang dimiliki BAZ Maros dengan
menghubungi nomor telepon kantor dan yang terakhir melalui transfer
langsung melalui rekening yang dimiliki BAZ.”7
Selanjutnya keterangan lain didapatkan dari bapak H. Darwis, beliau
mengatakan:
“Dalam mengumpulkan zakat, infak dan shadaqah, saya sebagai pengurus
melakukan penjemputan langsung ke rumah atau ketempat kerja para muzakki
apabila ada muzakki yang menghubungi kami dinomor telepon yang dimiliki
BAZ Maros, selain itu muzakki juga bisa menyalurkan zakatnya secara
langsung ke kantor ini. Tapi jika tempat tinggal muzakki dekat dengan bank
BRI, BNI dan bank muamalat, maka zakat yang mau disalurkan bisa melalui ke
rekening yang dimiliki Badan Amil Zakat.”8
Dari hasil wawancara di atas jelas para muzakki sekarang bisa dengan
mudah dalam menyalurkan zakatnya, karena terdapat layanan yang baik oleh para
Amil/ pengurus BAZ kabupaten Maros. Dapat dilihat dari adanya layanan
penjemputan langsung kerumah para muzakki jika muzakki tersebut ingin
menyalurkan zakatnya namun sibuk dengan kegiatannya maka muzakki tidak
perlu lagi datang ke kantor BAZ, tetapi cukup menghubungi layanan jemput
zakat. Selain itu layanan lainnya adalah para muzakki dapat langsung mentransfer
ke rekening yang dimiliki oleh BAZ kabupaten Maros.
2. Pelaksanaan Pendistribusian Zakat
Dalam hal pendistribusian dana zakat pada Badan Amil Zakat kabupaten
Maros dapat dilihat dari rincian penerimaan dan pengeluaran pada tahun 2011
sampai 2012 yang akan diuraikan sebagai berikut:
7Muhammad Khairil, Pegawai Honorer Badan Amil Zakat kabupaten Maros, Wawancara
oleh penulis di kantor Badan Amil Zakat kabupaten Maros, tanggal 3 juli 2013.
8Darwis, Anggota Seksi Pengumpulan Badan Amil Zakat kabupaten Maros, Wawancara
oleh penulis di kantor Badan Amil Zakat kabupaten Maros, tanggal 3 juli 2013.
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Rincian penerimaan dan penyaluran dana ZIS Tahun 2011
Uraian Jumlah (Rp)
Saldo tahun 2010
Bantuan Bupati melalui APBD
Penerimaan dana zakat PNS
Penerimaan dana zakat perorangan
Penerimaan zakat haji
Penerimaan dana produktif
Pendapatan BAZ Cam se kab. Maros
Rp. 273.367.365













Kepada BAZ Cam Turikale
Kepada BAZ Cam kab. Maros







Rp.      2.000.000
Rp.    33.000.000
Rp.    65.500.000
Rp.    73.000.000
Rp.      2.650.000
Rp.  141.108.325
Rp.    15.000.000
Rp.    54.020.145
Rp.      2.229.855
Rp.      6.650.000
Rp.  191.000.000
Jumlah Rp.  932.358.325
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Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat jumlah pemasukan yang diperoleh
Badan Amil Zakat kabupaten Maros pada tahun 2011 hanya terdiri dari sebagian
elemen pemerintah dan masyarakat. Dengan jumlah dana mencapai angka Rp.
1.458.768.858 dan dengan dana tersebut diberikan kepada delapan golongan yang
berhak menerimanya. Tetapi adapun di Maros ini berhubung golongan rhiqab dan
gharim tidak ada maka pembagian harta zakat hanya diberikan kepada 6 golongan
saja yaitu  golongan fakir dan miskin, ibnussabil, sabilillah, muallaf serta amilin.
Dengan rincian sebagai berikut:
a. Golongan fakir miskin
Untuk fakir dan miskin ada dua kali pembagian dalam satu tahun yakni
pada bulan ramadhan untuk gelombang pertama dan golongan kedua pada akhir
tahun. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya masyarakat miskin yang
tidak terdata dan tidak memproleh haknya.
Senada dengan hal itu dijelaskan oleh bapak Drs. Abdul Malik bahwa :
“khusus di Maros ini memang ada dua kali pedistribusian untuk fakir miskin
karena biasanya selesai kita membagi pas bulan ramadhan masih banyak
warga yang berdatangan meminta untuk dibagikan juga zakat, sehingga
kami mengambil inisiatif untuk menyalurkan dua kali.” 9
Jadi pada tahun 2011, jumlah fakir miskin untuk gelombang pertama
sebanyak 1030 orang diambil dari 10 kepala keluarga perdesa tiap kecamatan
yang ada dimaros dengan rata-rata mendapatkan dana Rp. 300.000/kepala
keluarga dan gelombang selanjutnya 186 orang yang juga memperoleh Rp.
300.000/ orang.
Hal ini berdasarkan keterangan yang didapat dari pak ketua BAZ Maros
yang menyatakan :
“karena jumlah masyarakat miskin di Maros masih terbilang banyak
sehingga untuk supaya terbagi rata secara menyeluruh maka diambillah per
desa dari tiap 10 orang kepala keluarga dari 14 kecamatan yang ada di
Maros. Selain itu setiap kepala keluarga tersebut harus mendapat persetujuan
9Abdul Malik, Wakil Sekretaris II Badan Amil Zakat kabupaten Maros, Wawancara oleh
penulis di kantor Badan Amil Zakat kabupaten Maros, tanggal 17 juli 2013.
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dari ketua RT/ kepala desa masing-masing, dalam arti bahwa melampirkan
keterangan tidak mampu untuk diserahkan kepada tiap Kecamatan yang ada,
hal itu bertujuan untuk mencegah jika ada yang dua kali mendaftar.10
b. Golongan Muallaf
Pada kabupaten Maros jumlah muallaf tidak terlalu banyak dan untuk
tahun 2011 dibatasi kepada 4 orang saja. Salah satu syarat para muallaf ini
diberikan zakat adalah berdasarkan keterangan dari ketua RT masing-masing atau
dari permohonan tokoh agama setempat. Dan dana yang diterima oleh keempat
muallaf tersebut sebanyak Rp. 500.000/orang. Jadi total keseluruhan dana zakat
untuk golongan muallaf di wilayah kabupaten Maros sebesar Rp.2.000.000.
c. Golongan Ibnussabil
Untuk kategori ibnussabil terdiri dari dua yaitu beasiswa untuk tingkat
SMA dan beasiswa tingkat mahasiswa. Jadi bagi mahasiswa yang mendapatkan
zakat sebanyak 75 orang dengan dana Rp.700.000/orang dan bagi siswa
SMA/SMK dengan jumlah 26 orang memperoleh Rp.500.000/orang.
d. Golongan Sabilillah
Untuk golongan sabilillah ini diperuntukkan kepada lembaga-lembaga
keagamaan/panti asuhan dan pembinaan TKA/TPA yang ada di Maros. BAZ
Maros dalam menyalurkan dana zakatnya untuk lembaga keagamaan yang terdiri
dari 2 lembaga keagamaan dan 3 dari panti asuhan, masing-masing memperoleh
sebanyak Rp. 1.500.000.
10Mardjan Haming, Ketua Badan Amil Zakat kabupaten Maros, Wawancara oleh penulis
di kantor Badan Amil Zakat kabupaten Maros, tanggal 17 juli 2013.
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Dan kepada TK/TPA yang terdaftar mendapatkan dana zakat dari BAZ
ada sejumlah 17 yayasan, dan dari setiap yayasan tersebut mendapatkan Rp.
1.500.000.
e. Golongan Amilin
Sebagaimana yang diketahui bahwa para petugas zakat juga memiliki hak
memperoleh dana zakat sehingga dalam pengelolaannya badan Amil Zakat Maros
pun memberikan sejumlah uang kepada para petugas zakat, termasuk juga
diberikan kepada pegawai honorer yang bekerja pada BAZ Maros. Namun
pemberian ini tidak dibagi rata layakya pembagian kepada golongan yang lainnya.
Karena dari tiap petugas mempunyai jabatan yang berbeda sehingga untuk jabatan
yang fungsional mendapatkan jumlah lebih tinggi dibanding lainnya.
Adapun pengelolaan zakat pada tahun 2012 dapat dilihat berdasarkan
rincian berikut ini:
Rincian penerimaan dan penyaluran dana ZIS Tahun 2012
Uraian Jumlah (Rp)
Saldo tahun 2011
Penerimaan dana zakat PNS Kemenag
Maros
Penerimaan dana zakat PNS Pemkab.
Maros
Penerimaan dana zakat perorangan























Rp.    52.500.000
Rp.    74.300.000
Rp.      2.500.000
Rp.    53.142.925
Rp.      9.450.000
Rp.  186.643.360
Rp.    17.100.000
Rp.  151.000.000
Jumlah Rp. 890.536.285
Dibandingkan antara data tahun 2011 dengan data tahun 2012 berdasarkan
tabel diatas, jumlah penerimaan yang diperoleh Badan Amil Zakat kabupaten
Maros menurun. Yang sebelumnya ada bantuan Bupati melalui APBD namun
tahun 2012 sudah tidak ada. Alasannya dapat diketahui dari keterangan Ibu
Kartini S. Ag yang mengatakan bahwa:
“Kita juga tidak tahu secara pasti kenapa tidak diberikan APBD padahal
disini sudah lama mengajukan proposal kepada Bupati. Mungkin
anggarannya dipakai untuk hal-hal lain yang lebih penting makanya BAZ
tidak mendapat lagi bantuan itu.”11
Jadi berdasarkan wawancara tersebut penulis berasumsi bahwa pemerintah
kabupaten Maros tidak menaruh perhatian yang besar kepada Badan Amil Zakat
terbukti dengan tidaknya memperoleh anggaran APBD sebagaimana mestinya.
padahal dalam Undang-undang dijelaskan bahwa dalam menunjang pelaksanaan
11Kartini, Anggota Bendahara Badan Amil Zakat kabupaten Maros, Wawancara oleh
penulis di kantor Badan Amil Zakat kabupaten Maros, tanggal 19 juli 2013.
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tugas Badan Amil Zakat, pemerintah wajib membantu operasional Badan Amil
Zakat.12 Sehingga pada tahun 2012 keseluruhan biaya operasional BAZ diambil
dari dana penerimaan zakat yang diperoleh dari Kementerian Agama kabupaten
Maros.
Memang total pemasukan tahun 2012 ini lebih banyak dibandingkan tahun
2011 karena banyaknya saldo yang disisakan pada tahun 2011 sebesar Rp. 598.
863.087 sehingga jumlah keseluruhan dana zakat yang diperoleh BAZ Maros
sebanyak Rp.1.507.842.513. Untuk pendistribusian dana zakat tahun 2012 adalah
sebagai berikut:
1. Fakir miskin
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah muzakki untuk
fakir miskin di wilayah Maros di tahun 2012 berkurang, yang sebelumnya rincian
pengeluaran untuk fakir miskin sebanyak Rp. 346.200.000 dan pada tahun 2012
sebanyak Rp. 344.100.000.
Pada dasarnya cara pendistribusian harta zakat untuk golongan fakir
miskin pada tahun 2012 tidak jauh berbeda dengan sistem pendistribusian zakat
pada tahun 2011, yaitu dari tiap kecamatan jatah masing-masing diambil dari 10
kepala keluarga/desa sebesar Rp. 300.000/orang.
Dengan jumlah Rp. 300.000 per orang menunjukkan bahwa perolehan
dana zakat untuk kaum fakir dan miskin sangat sedikit dibandingkan jumlah yang
diperoleh dari golongan lainnya. Padahal jelas tujuan zakat yang paling utama
adalah mengentaskan kemiskinan. Salah satu penyebab sedikitnya jatah yang
diterima warga kurang mampu tersebut adalah karena banyaknya yang terdata
12Lihat Pasal 23 Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
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sebagai fakir miskin dan sedikitnya jumlah perolehan dana zakat untuk Badan
Amil Zakat kabupaten Maros.
Senada dengan hal itu, adapun menurut bapak Arifuddin Wahab yang
menanggapi bahwa:
“Setiap tahun kami berupaya untuk meningkatkan dana zakat kepada fakir
miskin yang ada di Maros, namun apa yang diharapkan selalu berlawanan
dengan kenyataan. Bagaimana mungkin ada peningkatan dana kalau
penerimaan yang kami peroleh sendiri masih belum mencukupi untuk
melakukan upaya pengentasan kemiskinan yang ada di kabupaten Maros.
Sehingga kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan untuk persoalan seperti
ini.13
Dari tanggapan tersebut berarti Badan Amil Zakat kabupaten Maros masih
belum mampu melakukan pengoptimalan terhadap pengentasan kemiskinan yang
ada di daerah ini karena tidak tercukupinya biaya untuk menyalurkan dana zakat
dalam jumlah yang patut kepada mereka. Sehingga masih dibutuhkan kesadaran
dari pihak pemerintah dan masyarakat untuk menyerahkan zakatnya kepada BAZ.
2. Ibnussabil
Berbeda dari tahun sebelumnya, golongan ibnussabil diperuntukkan
kepada mahasiswa dan siswa SMA/ SMK, sedangkan pada tahun 2012 beasiswa
ditujukan kepada mahasiswa saja dengan total 70 orang. Perolehan dana bagi
mahasiswa tersebut yang tadinya Rp. 700.000/ orang meningkat menjadi Rp.
750.000/ orangnya.
Beasiswa tersebut dikhususkan bagi mereka yang ingin menyelesaikan
studi yang kebanyakan untuk kategori S1. Untuk kategori S2 dan seterusnya
memang tidak tersalurkan karena belum ada yang mengajukan ke Badan Amil
Zakat kabupaten Maros.
3. Sabilillah
13Arifuddin Wahab, Wakil Ketua I Badan Amil Zakat kabupaten Maros, Wawancara oleh
penulis di kantor Badan Amil Zakat kabupaten Maros, tanggal 18 juli 2013.
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Pada tahun 2012 untuk golongan sabilillah yakni meliputi lembaga
keagamaan, TPA/ TKA, dan guru-guru mengaji yang ada di kabupaten Maros.
Adanya jatah yang diperoleh kepada guru mengaji ini merupakan hal yang
berbeda dibandingkan pada tahun 2011 yang hanya terdiri dari dua kategori saja
yang dapat dilihat dari keterangan sebelumnya.
Dari data yang ada guru mengaji yang memperoleh dana zakat sebanyak
34 orang dengan Rp. 300.000/ masing-masingnya. Alasan diberikannya bantuan
kepada mereka yaitu:
“Menurut Ummu Kalsum kalau dulu memang tidak ada jatah kepada guru
mengaji, tapi untuk tahun 2012 diadakan atas perintah bapak Bupati
kabupaten Maros yang juga selaku Pembina BAZ, dengan alasan selain
untuk membantu secara materi juga diharapkan dengan pemberian itu dapat
meningkatkan mutu atas kinerja mereka selama ini maupun yang akan
datang.”14
Berdasarkan keterangan informan dapat dipahami bahwa kinerja Badan
Amil Zakat kabupaten Maros tidak terlepas dari pembinaan pemerintah.
Memberikan bantuan kepada guru mengaji ini merupakan upaya pemerintah dan
Badan Amil Zakat untuk meningkatkan mutu terhadap pendidikan hukum Islam di
kabupaten Maros.
4. Muallaf
Muallaf sebagaimana yang diketahui berarti orang yang baru masuk
kedalam Agama Islam. Dan untuk tahun 2012 penyaluran kepada golongan
muallaf ini sebanyak 5 orang, yang dulunya hanya 4 orang saja meningkat
menjadi lima orang dimana masing-masing mendapatkan jumlah Rp. 500.000.
Jadi total keseluruhan untuk penyaluran dana zakat pada golongan muallaf sebesar
Rp. 2.500.000.
5. Sumbangan-sumbangan untuk lembaga keagamaan
14Ummu Kalsum, Pegawai Honorer Badan Amil Zakat kabupaten Maros, Wawancara
oleh penulis di kantor Badan Amil Zakat kabupaten Maros, tanggal 19 juli 2013.
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Pada tabel tahun 2011 dan 2012 pengeluaran juga diperuntukkan bagi
lembaga-lembaga keagamaan. Tetapi dalam hal ini sangat berbeda dengan
lembaga keagamaan yang masuk dalam golongan sabilillah, perbedaannya yaitu
lembaga keagamaan ini termasuk pada kategori infak dan sedekah saja bukan
penyaluran zakat harta, serta proses pendistribusiannya terbilang cepat karena
waktu yang dibutuhkan tidak lama yang penting tujuan dan arahnya jelas dalam
proposal yang diajukan ke BAZ Maros.
Selain zakat mal, infaq, dan shadaqah Badan Amil Zakat kabupaten Maros
juga mengkoordinasikan zakat fitrah dari masyarakat dan menyalurkannya ke
masyarakat sebelum shalat idul fitri. Dalam pengelolaan zakat fitrah pada tahun
2012 BAZ memperoleh 270.833 kg, dan apabila diuangkan dengan harga beras
pada saat itu kurang lebih  Rp. 5.000/kg maka akan mencapai sekitar Rp.
1.354.165.000, dengan sumber penerimaan dari :
 Perolehan zakat fitrah BAZ Kabupaten Maros 32.599 kg
 Perolehan fitrah BAZ Cam se- Kabupaten Maros 238.234 kg
 Jumlah perolehan zakat fitrah 270.833  kg
Dari perolehan tersebut digunakan untuk :
 Penyerahan langsung di Kecamatan Turikale 32.599 kg
 Penyerahan oleh BAZ Cam se- Kabupaten Maros 238.234 kg
 Jumlah penggunaan 270. 833  kg
Adapun perolehan zakat fitrah oleh BAZ Cam dikoordinasikan sendiri
oleh masing-masing Badan Amil Zakat Kecamatan. Jadi antara BAZ kabupaten
Maros dan BAZ kecamatan saling berkaitan satu sama lain dalam melakukan
pengelolaan zakat fitrah. Dalam arti bahwa BAZ kabupaten Maros berfungsi
sebagai pengawas dan BAZ cam bertugas dalam mengumpulkan zakat fitrah dan
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menyalurkannya kepada yang berhak, yang selanjutnya memberikan laporan
kepada Badan Amil Zakat setiap tahunnya.
C. Kendala-kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat kabupaten Maros
dalam Melaksanakan Pengelolaan Zakat.
Upaya dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat di Indonesia bukan hal
yang mudah untuk ditangani oleh beberapa Badan Amil Zakat baik BAZ
Nasional, BAZ kabupaten maupun BAZ kecamatan. Walaupun telah bekerja
dengan maksimal, faktanya Badan Amil Zakat kabupaten Maros masih memiliki
kendala-kendala yang masih membutuhkan pembinaan dan tindakan yang lebih
optimal dalam mengelola zakat, beberapa kendala yang dihadapi antara lain:
1. Rendahnya semangat masyarakat muslim  yang ada di kabupaten Maros
untuk menyalurkan zakat, infaq dan sedekahnya ke kantor BAZ.
Dikarenakan masih adanya tradisi-tradisi klasik yang dipercaya oleh
sebagian besar masyarakat kepada tokoh Agamanya dalam hal ini Puang
sebagai orang yang paling agung, sehingga penyaluran zakatnya pun
diserahkan kepada puang tersebut.
2. Masyarakat Maros belum memahami konsep zakat secara utuh dan
cenderung dalam pendistribusian zakat yang dilakukan sendiri tanpa
perantara BAZ dapat mengakibatkan peluang ketidakseimbangan dalam
penerimaan zakat harta.
3. SDM pengelola zakat masih perlu ditingkatkan melalui upaya pelatihan
khusus atau kegiatan-kegiatan lain yang dapat menunjang kualitas para
pengelola zakat.
68
4. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap biaya operasional kantor BAZ
kabupaten Maros, yang dapat mempengaruhi kinerja pengurus Badan Amil
Zakat dalam pengelolaan harta zakat.
5. Anggaran terhadap sosialisasi Undang-undang Pengelolaan Zakat masih
terbatas sehingga berimbas juga kepada  keterbatasan pergerakan
sosialisasi di kabupaten Maros.
Sehingga sangat diharapkan dan diupayakan oleh pengurus Badan Amil
Zakat kabupaten Maros agar dapat meminimalisir beberapa kendala-kendala
tersebut, terlebih kepada upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian
masyarakat terhadap zakat itu sendiri. Sehingga dengan terwujudnya hal demikian






Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dapat disimpulkan bahwa:
1. Konsep pengelolaan zakat menurut Undang-undang nomor 38 tahun 1999
meliputi pengertian pengelolaan zakat, asas dan tujuan pengelolaan zakat,
serta organisasi pengelola zakat yang merupakan landasan bagi pihak
pemerintah dan masyarakat di seluruh Indonesia dalam menjalankan
pengelolaan zakat. Namun setelah 13 tahun terakhir belum tampak
pengaruh yang besar baik dari segi pengelolaannya maupun tujuan yang
ingin dicapai dalam rumusan UU tersebut.
2. Pengelolaan zakat yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian,
pengumpulan dan pendistribusian pada Badan Amil Zakat kabupaten
Maros sudah berdasarkan pada Undang-undang no. 38 tahun 1999 dan
juga telah sesuai dengan syari’at Islam. Hanya saja pengelolaannya belum
dapat dikatakan optimal karena tujuan zakat dalam mengentaskan
kemiskinan masih belum mampu ditangani oleh pengurus BAZ kabupaten
Maros meski telah berupaya semaksimal mungkin.
3. Banyaknya kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat kabupaten
Maros juga merupakan hal yang mempengaruhi kinerja para Amil, seperti
kurangnya minat dan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai
konsep zakat yang selain tujuannya untuk ibadah kepada Allah Swt. juga
merupakan sebuah solusi dalam menjawab tantangan pengentasan
kemiskinan yang ada di kabupaten Maros. Sehingga masih banyak umat
muslim belum menyerahkan zakatnya ke BAZ Maros, jadi dana zakat,
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infaq maupun sedekah yang terkumpul masih minim atau belum dirasa
cukup besar untuk diserahkan dalam jumlah yang patut kepada golongan
yang berhak untuk menerima dana zakat tersebut.
B. Implikasi
Mengingat bahwa besarnya jumlah masyarakat kabupaten Maros yang
tidak menyerahkan zakatnya pada kantor Badan Amil Zakat Maros, maka :
1. Semua pihak mulai dari pemerintah, tokoh agama, cendekiawan muslim
maupun para pelajar atau mahasiswa yang lebih mengetahui tentang
persoalan zakat hendaknya menjelaskan kepada masyarakat agar mentaati
perintah Allah untuk menyalurkan zakat sebagai bagian dari rukun Islam
yang ketiga dan sebagai bagian dari aturan pemerintah yang dituangkan
pada Undang-undang no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat,
sehingga perlu dijalankan atau dilaksanakan agar apa yang selama ini
dicita-citakan dapat terwujud, khususnya dalam mengentaskan kemiskinan
yang terdapat di kabupaten Maros tercinta.
2. Masyarakat seharusnya mempunyai rasa percaya yang tinggi terhadap
kinerja Badan Amil Zakat kabupaten Maros, agar pengelolaan yang
dilakukan dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infak
maupun sedekah dapat berjalan optimal.
3. Para Amil meskipun dihadapkan pada kendala-kendala yang cukup besar,
diharapkan mampu mengatasi persoalan tersebut dengan lebih
mensosialisasikan Undang-undang tentang pengelolaan zakat yang
dibentuk pemerintah kepada semua lapisan sosial masyarakat, terlebih
dengan adanya revisi peraturan yang baru melalui UU no. 23 tahun 2011.
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